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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahNya Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini disusun dengan
kesadaran penuh akan arti pentingnya Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah

selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada visi misi Gubernur yang merupakan ujung
tombak pembangunan manusia berkelanjutan lebih terfokus pada pembangunan
berwawasan responsif gender, dimana perempuan dan laki-laki merupakan mitra yang
sejajar sekaligus sebagai aktor pembangunan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera

terkhusus Maluku yang merupakan kawasan pulau-pulau dalam era milenium.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara,
dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah. Sebagai bagian
dari pemerintahan Provinsi Maluku, kami berkewajiban untuk menyusun program yang
selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program yang progresif

menjawab permasalahan yang ada.

Renstra disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal.
Penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai

dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini menemui berbagai kesulitan, namun semua
kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renstra ini dikerjakan secara
mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan
sehingga Renstra ini dapat selesai disusun. Renstra ini akan kami jadikan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
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Renstra ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Provinsi Maluku sehingga semua komponen harus berkomitmen
mewujudkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan indikator
kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPIJMD (indikator program)
serta indikator kegiatan Tahun 2019-2024.

Tekad ini akan terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan perangkat
daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku secara

kuantitatif terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
penyelesaian RENSTRA ini. Semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi pembangunan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Maluku.

Ambon, Januari 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku

_ Mowe

Dra. Halima T. Soamole, M.si
Pembina Utama Muda

NIP. 19650813 199209 2 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah
menjadi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMN juga dalam Agenda
pembangunan berkelanjutan (SGDs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan
kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030), diantaranya terdapat 17
tujuan dengan 169 capaian yang salah satunya adalah adalah tentang KESETARAAN
GENDER yang berada pada tujuan ke 5 SDGs. Kesetaraan Gender menjelaskan
tentang bagaimana mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua
perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku sebagai salah satu perangkat daerah wajib
menyusun dan memiliki Renstra yang bisa menjawab hal tersebut di atas.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku merupakan dokumen perencanaan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku untuk periode 5
(lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Maluku berpedoman pada RPIJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku; (2) Penyusunan
rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku; dan (4) Penetapan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku memiliki keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan baik ditingkat Nasional,
Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dengan RPIJMD, dan dengan
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak Provinsi Maluku mengacu pada tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku, Peraturan Gubernur Provinsi Maluku tentang Tugas dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, RPJMD Provinsi
Maluku, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, dan Hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Maluku.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai
berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Renstra-KL
dan Renstra
SKPD Kab/
Kota
Perumusan
>t visi dan misi I v
SkPD Rancangan Renstra-SKPD
o | Perumusan Nota Dinas Pengantar Kepala
J»| Strategi dan SKPD perihal penyampaian
o | kebijakan Rancangan Renstra-SKPD
> kepada Bappeda
] rerumusan v
e —— Tujuan Perumusan
R Perumusan rencana kegiatan,
Isu-isu indikator kinerja,
strategis kelompok sasaran
Penciaahion berdasarkan dan_psr;(da_r;aan
KLHS tusi indikati
berdasarkan
rencana program Rancangan
Perumusan prioritas RPIJMD Renstra-SKPD
=PI asaran Vv
. « Pendahuluan
Gambaran Perumusan * Gambaran pelayanan SKPD
P selayanan indikator kinerja  isu-isu strategis berdasarkan
ek SKPD yang tugas pokok dan fungsi
mengacu pada  visi, misi, tujuan dan sasaran,
tujuan dan sasaran »| strategi dan kebijakan
RPJMD « rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
« indikator kinerja SKPD yang
SPM mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.
Pengolahan
data dan
informasi

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai bahan evaluasi pembangunan di Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang nomor 20 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra
Tingkat I Maluku;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga ;

7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana

Pedagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB
Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan
dan Anak;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi undang-undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
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20.
21.

22,

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Anak;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional (HAN);
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on
the Right of the Child ( Konvensi Hak Anak);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak Tingkat Provinsi Maluku;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang
Responsif Gender;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Penyelengaraan Pengarustamaan Gender (PUG) di Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak;
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor
5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisitim Data Gender dan
Anak;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun
2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
dalam konflik Sosial;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor
12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan
Pembangunan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor
4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPIMD, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Susanan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkup Dinas

Pemberdayaaan Masyarakat dan Perlindungan Anak;
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46. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ..................... Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2019-2024;
47. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi ,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dimaksudkan
agar mempunyai pedoman perencanan strategis dalam  pelaksanaan
program/kegiatan menajemen pelayanan terhadap perempuan dan anak yang efektif
dan efisien secara profesional disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 serta
kebijakan baru dari Pemerintah Pusat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Tujuan dari perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

1) Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan kondisi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

2) Menjabarkan arah dan kebijakan Gubernur Provinsi Maluku melalui RPJMD tahun
2019-2024 ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

3) Menyediakan Dokumen perencanaan sebagai tolak ukur penyusunan Rencana
Kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

4) Menentukan strategi pencapaian keberhasilan kinerja dan menjamin efektifitas

sumber daya manusia (SDM).

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistimatika
penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.
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Bab II

Bab III

Bab IV

Bab Vv

Bab VI

Bab VII

Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayan perempuan
dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan
Gubernur Maluku Nomor 100 Tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. Sumber
daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, telahan Visi, Misi dan
Program Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2024, telaahan
Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dan Isu-isu Strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan.

Tujuan dan Sasaran.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
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RPIMD.
Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengalami
tiga kali perubahan nomenklatur, Diantaranya pertama terbentuknya Biro
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Setda Maluku pada tanggal 30
Desember 2008 sampai 27 Februari 2015, berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Diagram Alur
Sejarah terbentuk Dinas PP dan PA Provinsi Maluku.

BIRO — BADAN — DINAS

kelembagaan tersebut diatas berada pada tataran biro yang melakukan
fungsi staf sementara salah satu Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan yang
memiliki tugas pokok dan fungsi staf dan lini terkait koordinasi, integrasi,
singkroninasi, advokasi dan implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan kelembagaan secara nasional dibawah koordinasi
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat
itu. berdasarkan peraturan diatas maka, Subag Pemberdayaan Perempuan yang
semula berada di Biro Peningkatan Kualitas SDM Setda Maluku berubah menjadi
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku pada
tanggal 28 Februari 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 dan
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 16 Tahun 2015.
Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Maluku melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 pada tanggal 7 Desember.
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2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku berdasarkan peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Maluku, dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun
2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator
dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:
A. Kepala Dinas
B. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yakni :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi 2
Seksi yakni :
1. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga.
2. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Sosial , Politik dan Hukum.
D. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak membawahi 2 Seksi yakni :
1. Seksi Data, Informasi Gender dan Kekerasan Perempuan.
2. Seksi Data, Informasi dan Kekerasan Anak.
E. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi 2 Seksi yakni :
1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan
Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan
Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
F. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
membawahi 2 Seksi yakni :
1. Seksi Perlindungan Perempuan ; dan
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Gambaran Pelayanan OPD |10



@ RENSTRA DP5A PROVINST MALUKU TARUN Z0/5-2024

Gambar 2.1

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Maluku
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2.1.2 Uraian Tugas

Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan

Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Maluku sesuai Peratur Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017

Sebagai Berikut :

1.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang
telah ditetapkan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut :

a.

Menetapkakn program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis
pembangunan daerah/nasional sebagaimana pedoman pelaksanaan
tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target

kerja tercapai sesuai rencana;
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Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dengan cara mengadakan rapat/pertemuan
dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang
diharapkan;

Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaksesuai dengan
tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaraan pelaksanaan tugas;
Merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan tugas;

Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Memantau pelaksanaan layanan ketatausahaan, kepegawaian dan
umum, perencanaandan Keuangan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas
satuan kerja secara optoimal;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara
membandingkan rencana denga kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

secara lisan maupun tertulis.
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2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Maluku mempunyai tugas menyususn rencana operasional,

menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di

bidang kesekretariatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagaiman berikut :

a.

Menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Proviunsi Maluku
sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku  sesuai
ketentuan yang berlaku untuk menghasilan program kerja yang
efektif, efisien dan akuntabel;

Menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisisi jabatan,
ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber
daya aparatur di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan;
Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum,

perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku sesuai ketentuan vyang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di
lingkungan Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Anak Provinsi
Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengevaluasi pelaksanaaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
Menyususn laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tulisan.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebujakan teknis di

bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang

telah ditentukan.

Uraian tugas sebagaiaman dimaksud sebagai berikut :

a.

C.

Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Kualitas Keluarga berdasarkan program kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Kualitas
Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas pokok
dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
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Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agat tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Kualitas
Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
yang diharapkan;

e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di
lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan
dilingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kulaitas Keluarga
dengan SKPD maupun instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku
agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan akuntabel;

g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas hasil di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan

Kualitas Keluarga ke depan;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

j. Menyususn laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bahan bentuk akuntabilitas

kinerja;dan
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k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

4. Bidang Data dan Informasi Gender dana Anak.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas

melaksanakan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sesuai ketentuan yang

berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut :

1. Menyususn rencana operasional di lingkup Bidang data dan
Informasi Gender dan Anak berdasarkan program kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Data dan
Informasi Gender dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan
tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Data dan
Informasi Gender dan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di
lingkup Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dengan SKPD
maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar
rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif,
efisien dan akuntabel;

6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisisi dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

7. Menyelenggarakan bimbingan teknis, supervise dan fasilitasi di

bidang data dan informasi gender dan anak;

Gambaran Pelayanan OPD |16



N

P\
)

RENSTRA DP5A PROVINST MALUKU TARUN Z0/5-2024

10.

11.

Menyususn pedoman pengelolaan Website (e-gov) sistim informasi
gender dan anak;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Data
dan Informasi Gender dan Anak dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja
di masa yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi
Gender dan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak

Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target / capaian

kinerja yang telah ditentukan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut :

a.

Menyusun rencana operasional dilingkup Bidang Pemenuhan Hak
Anak berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas bawahan di lingkup Bidang pemenuhan Hak
Anak sesuai dengan tugas Pokok dan tanggungjawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan peraturan dan prosefur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemenuhan
Hak Anakksecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di

lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan yang berlaku
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agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien
dan akuntabel;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegaitan di
lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan SKPD maupun instansi
teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana
operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien
dan akuntabel;

g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pemenuhan
Hak Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. Merumuskan penyediaan data potensi serta saran dan bahan
rekomendasi penyelesaian masalah di Bidang Pemenuhan Hak Anak
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang
diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Pemenuhan hak Anak dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebaga
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

j.  Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhn Hak Anak
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus
Anak sesuai dengan ketentun yang berlaku untuk mencapai
target/capaian kinerja yang telah ditentukan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

a. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Perlindungan Hak
Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan program

kerja
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b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

C. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang
Perlindungan hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai
dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

f. Merumuskan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Hak
Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

g. Merumuskan kajian di bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

h. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebiajakan di bidang
Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai
ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan akuntabel;

i. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Perlindungan
Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang
Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Ana dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Perlindungan Hak Perempuan
dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; da

l.  Melaksnakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Daerah ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan
fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai
kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabataan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

bidang keahlian dan ketrampilannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Maluku

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Jumlah pegawai baik PNS maupun Non PNS pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku di gambarkan dalam
daftar dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku Tahun 2019

1 SMP Sederajat - - - - -
2 SMA Sederajat 1 4 2 2 9
3 |D3 - - 1 - 1
4 S1 3 11 4 3 21
5 S2 2 7 - - 9

TOTAL 6 22 7 5 40

Sumber : Dinas P3A Prov. Maluku Tahun 2019
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Dari Keselurahan jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku masih di butuhkan penambahan jumlah

pegawai, guna peningkatan pelayanan yang baik dan efektif.

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku di gambarkan dalam
daftar berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku Tahun 2019

No Golongan L P Jumliah
1 | Golongan II 1 1 2
2 | Golongan III 3 14 17
3 | Golongan IV 2 7 9
Jumlah 6 22 28

Sumber : Dinas P3A Prov. Maluku Tahun 2019

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam menunjang terselenggaranya pekerjaan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku perlu
adanya sarana dan prasarana yang menunjang, berikut adalah sarana dan
prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku.
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Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku Tahun 2018

No Jenis Sarana dan i Kondisi Jumlah Ket
Prasarana Baik Rusak
1 | Mobil 2 -
2 | Motor 4 2 6
3 |AC 13 1 14
4 | Laptop 9 - 9
5 | PCunit 3 2 5
6 | Printer 5 4 9
7 | Mesin ketik 2 1 3
8 | Meja kerja Pjb. Eselon IT 1 - 1
9 | Meja kerja Pjb. Eselon IIT 5 - 5
10 | Meja kerja Pjb. Eselon 1V 11 - 11
11 | Meja / kursi kerja Staf 19 12 31
12 | Meja rapat 1 1 2
13 | Kursi besi/metal 17 - 17
14 | Kursi rapat 12 6 18
15 | Kursi tamu/sofa 1 - 1
16 | Lemari Kayu 1 1 2
17 | Almari Besj/metal 4 4 8
18 | Filling besi/metal 9 - 9
20 | Camera 1 - 1
21 | Brankas 1 1 2

2.3.

Sumber : Dinas P3A Prov. Maluku Tahun 2019

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku melaksanakan 6 (enam) Sub Urusan yaitu : Sub
Urusan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan,
Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak
Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak, Cgpaian Kinarja Peayanan
dapat dilihat dari dua aspek yaitu Capaian Indikator Layanan dan
Capaian Anggaran, sebagai berikut:
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2.3.1 Capaian Indikator Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan
Anak Provinsi Maluku

Gambaran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

diuraikan sebagai berikut :

2.3.1.1.Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
2.3.1.1.1. Kualitas Hidup Perempuan

Tiga kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub  urusan

Kualitas Hidup Perempuan meliputi :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga
tingkat daerah provinsi;

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah
provinsi dan;

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi.

World Health Organization (WHO) mendefinikan kualitas
hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam
kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai dimana
mereka tinggal serta hubungannya dengan tujuan, harapan,
standar dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu
tersebut. terminologi ini diterjemahkan dalam Buku
Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 bahwa Kualitas
Hidup Perempuan di ukur dari Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG).

A. Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur
pencapaian dimensi dan variable yang sama dengan IPM, tetapi
mengungkapkan  ketidakadilan  pencapaian  laki-laki  dan
perempuan. IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak
lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk

IPG, juga cara merumuskan IPG  berubah  vyaitu
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memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100.
Cara membacanya juga berubah vyaitu dengan cara
membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin
jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi
kesenjangan.

IPG Provinsi Maluku menunjukan peningkatan yang lebih
tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian
IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari

waktu ke waktu :

Tabel 2.4.
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Maluku dan Nasional
Tahun 2010 s.d 2018

Indeks Pembangunan Gender
Provinsi/Kab/Kota IPG)

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Maluku 91.79192.36]92.38(92.46]92.55(92.5492.38(92.75] 93.03

Nasional 89.42 (89.52(90.07(90.19{90.34(91.03|90.82|90.9690.99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Tahun 2019
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Gambar 2.2.
Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Maluku dengan IPG Nasional
Tahun 2010 s.d 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

et Maluku ~—m-—Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2018

Dilihat capaian IPG kabupaten/kota menunjukan adanya kesenjangan
antar kabupaten/kota. Kabupaten Maluku Tengah merupakan kota dengan
IPG tertinggi sedangkan Buru Selatan capaian IPGnya rendah 84,13 persen.
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3

Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Maluku
dengan IPG Provinsi Maluku dan IPG Nasional Tahun 2018
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Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Maluku 2019
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Berbagai regulasi telah dilahirkan di provinsi maluku sebagai upaya
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai regulasi tersebut
diantaranya : (1) Peraturan Gubernur Maluku nomor 6 tahun 2017 tentang
rencana aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak
dalam konflik sosial. (2) Keputusan Gubernur Maluku nomor 123 tahun 2015
tentang penetapan satuan kerja perangkat daerah percontohan rencana kerja
anggaran responsif gender. (3) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 243

Tahun 2018 tentang perencanaan penganggaran responsif gender.

Peningkatan IPG Provinsi Maluku yang merupakan komposit dari empat
indikator yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur

kemampuan dasar dijelaskan sebagai berikut :

1) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata
penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian)
menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan
kemampuan untuk bertahan hiduplebih lama. Peningkatan Umur Harapan
Hidup menyebabkan bertambahnya populasi penduduk berusia lanjut
diatas 60 tahun hal ini menunjukan perbaikan kesehatan masyarakat,
namun pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat harus lebih waspada
untuk mengantisipasi perawatan dan pengobatan penduduk usia lanjut,
makin besar penduduk usia lanjut maka makin besar tantangan dibidang
kesehatan, karena penduduk usia lanjut sangat rentan terhadap berbagai

penyakit.

Berdasarkan trend diperoleh menunjukan bahwa Umur Harapan
Hidup masyrakatat Maluku mengalami peningkatan yang tidak cukup
signifikan dari tahun ke tahun.

Secara genetik, perempuan memiliki derajat kesehatan yang lebih
tinggi dibanding laki-laki. Hal ini dikenal dengan female advantages (FA).
Keberadaan female advantages ini terkait dengan hormon perempuan serta

kebiasaankebiasaan.
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Gambar 2.4
Grafik Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
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Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Maluku 2019
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Hidup perempuan yang secara umum dianggap ‘“lebih sehat
dibanding laki-laki. implikasi dari hal ini adalah harapan hidup perempuan
khususnya di Maluku yang selalu lebih tinggi dibanding laki-laki.
Berdasarkan Gambar 2.4 diatas menunjukan data terakhir Pada tahun 2018
Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku untuk laki-laki 63,68 Tahun dan Usia
Harapan Hidup untuk Perempuan 67,58 Tahun. Meskipun berbeda
kecenderungan UHH yang makin tinggi tiap tahunnya menjadi peringatan
bagi semua kalangan untuk mempersiapkan sarana untuk kaum lansia

yang jumlahnya diprediksikan meningkat dalam kurun waktu dekat.

Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota, Angka Usia Harapan Hidup
yang tertinggi baik perempuan maupun laki-laki yaitu Kota Ambon 70.12
tahun. Usia Harapan Hidup terendah yaitu pada Kabupaten Seram Bagian
Timur 58.84 tahun.
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Gambar 2.5
Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku
dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Maluku dan Usia Harapan
Hidup Nasional Tahun 2018
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Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Maluku 2019

2) Harapan Lama Sekolah

Mengenyam Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Pencapaian mengenai
pendidikan ini tercantum dalam tujuan internasional yakni Sustainable
Develompment Goals (SDGs) pada tujuan keempat menjamin kualitas
pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar
seumur hidup untuk semua serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan
Nawa Cita. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang,
semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Dalam mengukur
kualitas pembangunan manusia, dimensi pendidikan diwakili oleh dua
indikator, salah satunya harapan lama sekolah (HLS). Harapan lama
sekolah mengukur peluang lamanya seseorang untuk menempuh
pendidikan.

Secara umum berdasarkan grafik yang ditunjuka pada gambar 2.6
menunjukan bahwa, angka Harapan Lama Sekolah bagi anak di Provinsi
Maluku tahun 2018 berada diatas angka nasional 13,70 tahun untuk laki-
laki dan 14,26 tahun untuk perempuan. Hal ini menunjukan bahwa rata-
rata anak di Provinsi Maluku mampu mengenyam pendidikan paling lama

hingga lulus SMA atau menyelesaikan pendidikan Diploma 1.
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Gambar 2.6
Grafik Persandingan Capaian Harapan Lama Sekolah antara Laki-
laki dan Perempuan di Provinsi Maluku Tahun 2017-2018
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Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Maluku 2019

Sedangkan berdasarkan data kabupaten/kota Se-Provinsi Maluku,
menunjukan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki Harapan Lama
sekolah paling rendah diantara 11 Kab/Kota yang lain, angka Harapan
Lama Sekolah 11,89 tahun. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki
angka harapan lama sekolah yang paling tinggi terdapat pada Kota Ambon
dengan 16,01 tahun.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa peluang untuk mengenyam
pendidikan masih belum merata bagi anak di Provinsi Maluku serta peluang
bersekolah untuk anak laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan anak

perempuan. Hal ini terlihat pada gambar 2.7 dibawah ini.
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Gambar 2.7
Grafik Persandingan Harapan Lama Sekolah antara Laki-Laki dan
Perempuan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan Harapan
Lama Sekolah Provinsi Maluku dan Harapan Lama Sekolah Nasional
Tahun 2018
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Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Maluku 2019

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lain dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama
sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menghitung lama tahun sekolah
secara rata-rata bagi penduduk yang berumur 12 tahun ke atas, berbeda
dengan harapan lama sekolah yang dihitung pada penduduk umur 7 tahun
ke atas. Angka ini mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah
dilakukan di beberapa periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu,
indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pendidikan jangka panjang.

Rata-rata lama sekolah bagi anak di provinsi maluku menunjukan tren
meningkat sejak tahun 2014-2018. Pada tahun 2018, terjadi sedikit
perbedaan yakni 0,34 tahun Perbedaan indikator antar gender. Dimana

rata-rata lama sekolah laki-laki 9,75 tahun dan perempuan 9,41 tahun.
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Gambar 2.8
Grafik persandingan Rata-rata Lama Sekolah antara laki-laki dan
perempuan di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
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Dari 11 Kabupaten/Kota, Kota Ambon dan Kota Tual menduduki
peringkat tertinggi dengan tingkat RLS lebih lama dibandingkan dengan 10
Kabupaten/kota yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan.
Sedangkan yang terendah untuk laki-laki yaitu Kabupaten Buru Selatan dan
Maluku barat daya dan untuk perempuan kabupaten buru selatan dan

Kabupaten Seram Bagian Timur.

Gambar 2.9
Grafik persandingan Capaian RLS antara Laki-laki dan Perempuan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku dengan RLS Provinsi Maluku
dan RLS Nasional Tahun 2018
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4) Pengeluaran Per Kapita

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang berpengaruh
signifikan dalam pembangunan. Seringkali keberhasilan pembangunan
dilihat dari sisi kemampuan perekonomian, tak terkecuali pembangunan
manusia dan pembangunan gender. Komponen yang merupakan salah satu
indikator pengukuran IPG yakni pengeluaran per kapita, diketahui bahwa
masih tingginya gap antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi
yang ditunjukkan pada komponen pengeluaran per kapita di Provinsi
Maluku tahun 2018, laki-laki sebesar 11.910 sedangkan perempuan sebesar
7.636. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses ekonomi bagi perempuan
masih terbatas dan perlu perhatian dari pemerintah bersama dengan
masyarakat dan dunia usaha. Namun demikian pengeluaran perkapita
perempuan dari tahun ke tahun pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami
pergerakan meningkat dikarenakan telah adanya upaya dari pemerintah
beserta masyarakat dan dunia usaha dalam memperluas akses perempuan
dalam berwirausaha dan bekerja. Pengeluaran per kapita laki-laki dan
perempuan tahun 2017-2018 sebagai berikut :

Gambar 2.10
Grafik persandingan Pengeluaran Per Kapita antara laki-laki dan
perempuan di Provinsi Maluku Tahun 2017-2018
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Gambar 2.11 menyajikan Pengeluaran per Kapita di tingkat
kabupaten/kota Se-Provinsi Maluku. Perbedaan yang cukup tinggi pada
pengeluaran perkapita antar laki-laki dan perempuan di kabupaten/kota
secara langsung disebabkan oleh perbedaan pendapatan yang diterima.
Kota Ambon memiliki pengeluaran per kapita terbesar diantara 11
Kabupaten/Kota di Maluku yakni 13.993. Sedangkan pengeluaran per
kapita yang terendah terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
sebesar 6.275. Fakta mengenai kesenjangan ekonomi yang terjadi antara
laki-laki dan perempuan sudah berlangsung sejak lama. Diskriminasi
gender dalam pasar tenaga kerja serta kurangnya pendidikan dan

kompetensi perempuan berkontribusi terhadap masalah ini.

Gambar 2.11
Grafik persandingan Pengeluaran Per Kapita antara laki-laki dan
perempuan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku
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b. Indeks Pemberdayaan Gender

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia
digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM)
yang dihitung oleh UNDP. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur
capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada
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bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia
terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG
melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik,
pengambilan keputusan dan ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Maluku tahun 2018 pada tingkat provinsi cukup
baik, bahkan diatas rata-rata nasional. Apabila dilihat capaian per tahun
menunjukkan tren meningkat dan selalu diatas rata-rata nasional. Hal tersebut
dikarenakan upaya pemberdayaan perempuan semakin meningkat yang
sinergi dengan lintas sektor dan mendapat dukungan masyarakat dan dunia
usaha. Capaian IDG Provinsi Maluku tahun 2014-2018 dapat dlihat pada grafik

berikut :
Gambar 2.12
Grafik Persandingan Capaian IDG Provinsi Maluku
dengan IDG Nasional Tahun 2013-2017
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Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, maka
kesenjangan antar kabupaten kota nampak tidak terlalu jauh. Rata-rata IDG
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku berada diatas 50 dan IDG paling rendah
berada di Kabupaten Maluku Barat Daya 50,104 sedangkan IDG tertinggi
yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat 71,357 dan Kota Ambon 67,664
masih berada diatas Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Maluku Tenggara.
Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah akibat belum maksimalnya
kesempatan perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi

pendapatan perempuan yang rendah.
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Gambar 2.13
Grafik Capaian IDG Provinsi Maluku Tahun 2017
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IDG didapat dari rata-rata aritmatika dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga

komponen yaitu :

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang
sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya
dalam berpolitik. Politik menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi
terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan terwujudnya
kesetaraan di bidang politik, diharapkan tidak akan muncul kebijakan-
kebijakan yang bias gender. Namun pada kenyataannya, dunia politik di
Indonesia secara umum dan di Provinsi Maluku khususnya masih

didominasi oleh kaum laki-laki.

Ada beberapa penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam
politik. Pertama, telah terjadi proses depolitisasi yang sengaja dan sistemik
terhadap perempuan. Akibatnya, meskipun Indonesia telah merdeka lebih
dari setengah abad, perempuan pada umumnya masih buta politik; kedua,
umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya
institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia
yang demokratis; ketiga, umumnya perempuan belum memahami hak
asasi mereka, termasuk hak asasi dalam bidang politik dan potensi-potensi

yang terkandung di balik hak tersebut; keempat, pendidikan politik bagi
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perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh dan
terencana(Muslidah Mulia, 2008).

Perkembangan politik perempuan yang menduduki kursi parlemen
Provinsi Maluku mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada grafik
keterlibatan perempuan di parleman pada Gambar 2.14. Pencapaian terbaik
srikandi Maluku pernah mencapai puncak tertinggi pada pemilu tahun
2009-2014 dengan capaian lebih dari 30% keterlibatan perempuan di
parleman dan cenderung bergerak turun pada pemilu legislatif tahun 2014-
2019 dan pemilu legislatif tahun 2019-2024 yakni dari 45 kursi DPRD

Provinsi Maluku hanya 10 kursi atau 22% yang diwakili oleh perempuan.

Pada tingkat nasional menunjukan hal yang konsisten sejak tahun
pileg 2014 dan pileg 2019 dimana keterwakilan perempuan yang berhasil
menduduki senayan (DPR-RI), (DPD-RI) seimbang dengan perwakilan laki-
laki. Dari 4 (empat) kursi untuk DPR-RI dan 4 (empat) kursi untuk
DPD-RI yang disediakan di Provinsi Maluku terdapat masing masing 2 (dua)

perempuan yang berhasil menduduki kursi di senayan.

Gambar 2.14
Grafik Persandingan Capaian Keterlibatan Perempuan di
Parlemen Provinsi Maluku dengan Nasional Tahun 2013-2017
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Perkembangan politik perempuan yang belum terpenuhi juga dapat
dilihat di tingkat kabupaten/kota, dimana rata-rata representasi kiprah
perpolitikan perempuan Maluku belum mampu memenuhi kuota 30% di
parlemen, sesuai dengan amanat undang-undang pemilu nomor 10 tahun
2008. Berdasarkan gambar grafik 2.15 menunjukan bahwa partisipasi
perempuan di DPRD kabupaten/kota lambat dan tidak konsisten bahkan
terdapat kabupaten/kota yang sama sekali tidak memiliki keterwakilan
perempuan di parlemen. Presentasi perempuan yang paling banyak
menduduki kursi parlemen yakni berada di Kabupaten Maluku Tenggara

Barat dengan presentasi sebesar 16,67 persen.

Gambar 2.15
Grafik Persandingan Capaian Keterlibatan Perempuan di Parlemen
pada 11 Kab/Kota dan Provinsi Maluku dengan Nasional

Tahun 2017
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2) Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi,

Teknisi

Faktor sosial budaya yang selama ini berkembang di Indonesia
mengakibatkan perbedaan pandangan tentang pekerjaan antara laki-laki

dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab di sektor
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domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik. Sebagian perempuan yang
memutuskan untuk masuk ke dunia kerja pun tak jauh dari pekerjaan-
pekerjaan rumah tangga. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi
kerja perempuan terutama di sektor formal. Padahal partisipasi perempuan
di sektor formal menjadi hal terpenting bagi pemberdayaan perempuan
dan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Corner,
2011).

Isu mengenai peran serta perempuan dalam pekerjaan yang bersifat
profesional telah lama dibahas. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan
capaian ini juga sudah dilakukan. Kurang dari 4 persen lagi untuk mencapai
kondisi yang setara di tenaga profesional. Namun ada hal yang tak kalah
penting untuk disoroti seperti tersentralnya pekerja profesional perempuan
di beberapa pekerjaan. Menurut Department for Professional Employees,
mayoritas pekerja profesional perempuan berada di sektor yang memang
secara budaya dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” seperti tenaga
kesehatan dan tenaga pendidikan.

Gambar 2.16
Grafik Persandingan Capaian Perempuan sebagai tenaga

manager, profesional, administrasi, teknisi di Provinsi Maluku
dengan Nasional Tahun 2013-2017
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Pada Tahun 2017, sebesar 48,81 persen, dari pekerja profesional
merupakan perempuan. Angka ini menurun 0,63 persen dibandingkan
tahun 2016. Secara level presentasi perempuan sejak tahun 2013-2017
mengalami fluktuasi. Secara rata-rata indikator ini sudah melampaui
indikator nasional dan hampir mencapai 50 persen pada tahun 2015-2016.
Jika kenaikan indikator ini dapat ditingkatkan, bukan tidak mungkin
komposisi perempuan dapat mengejar ketertinggalannya dari laki-laki

menuju ke angka yang setara di Provinsi Maluku.

Gambar 2.17
Grafik Persandingan Capaian Perempuan sebagai tenaga
manager, profesional, administrasi, teknisi di Kab/Kota Se-
Provinsi Maluku dengan Nasional Tahun 2017
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Berdasarkan gambar 2.17 Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki
capaian perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi,
dan teknisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota yang
lain dengan presentasi capaian 59,10 persen. Sedangkan kabupaten
dengan capaian yang paling rendah berada di Kota Ambon 44,87 persen.
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3) Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan
antara lakilaki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan
yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat
dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian
terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika
hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan
pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai. Meski menunjukkan
capaian yang jauh lebih rendah di berbagai indikator ekonomi dan tenaga
kerja, namun peran perempuan dalam penciptaan pendapatan terus

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Regulasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan sumbangan
ekonomi perempuan telah dilakukan diantaranya (1) Surat Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
263/432 Tahun 2017 Tentang pembentukan Kepengurusan Forum
Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak manise
(Forkom PUSPA Manise) Provinsi Maluku periode (2017-2020), (2)
Sosialisasi pemanfaatan limbah pala kepada usaha mikro (jus pala)
perempuan untuk mengolah limbah pala menjadi teh celup di kota ambon
dan maluku tengah, (3) Pelatihan Ekonomi Produktif bagi perempuan

pedesaan.

Sumbangan perempuan di Maluku dalam pendapatan kerja
menunjukan hasil yang baik diatas rata-rata pendapatan kerja nasional
sejak tahun 2014-2018. Capaian sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja di Provinsi Maluku berada pada capaian 36,7 persen atau
lebih dari 0,44 persen dari capaian nasional. Capaian sumbangan
perempuan dalam pendapatan kerja dapat dilihat pada gambar 2.18

dibawah ini.
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Gambar 2.18
Grafik Persandingan Capaian Perempuan dalam Pendapatan Kerja
di Provinsi Maluku dengan Nasional Tahun 2013-2017
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Sumbangan pendapatan kerja antar 11 kabupaten/kota se Provinsi
Maluku yang paling tinggi persentasi capaiannya terdapat pada Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dengan capaian pendapat kerja 43,89 persen dan
yang paling rendah terdapat di Kabupaten buru selatan sebesar 31,38
persen. Sumbangsi pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja di
Kab/Kota banyak di hasilkan oleh perempuan yang menjadi Pegawai Negeri
Sipil.

Gambar 2.19

Grafik Persandingan Capaian Perempuan dalam Pendapatan Kerja
di Kab/Kota Se-Provinsi Maluku dengan Nasional Tahun 2017
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C. Komponen Prasyarat PUG
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam

Pembangunan Nasional, yaitu Instruksi Presiden kepada semua menteri,
Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati dan
Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan dalam keseluruhan proses
pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah Cross Cutting Issues atau isu lintas
sektor, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didaerah tetapi oleh
Pemerintah baik Pusat terlebih Pemerintah Daerah. Dalam Pengarusutamaan
Gender, kita memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi baik itu
laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan
lainnya dengan pengintegrasikan kedalam perencanaan program
pembangunan yang akan dibuat oleh suatu daerah.

Untuk menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai kepentingan daerah
maka harus memenuhi 7 prasyarat awal pelaksanaan PUG. Pertama adalah
komitmen, yang dapat ditujukan dengan adanya Peraturan Daerah/Peraturan
Gubernur/Peraturan Bupati/Peeraturan Walikota. Kedua adalah Kebijakan dan
Program yang ditujukan dengan adanya Kebijakan Operasional/teknis. Ketiga
adalah Kelembagaan PUG yang ditujukan dengan andanya Pokja PUG, Focal
Point PUG. Keempat adalah Sumber Daya Manusia, Dana dan Sarana
Prasarana. Kelima adalah Data terpilah yang dapat ditujukan dengan adanya
Profil Gender. Keenam adalah Tools (Panduan Modul & Bahan Kie) dan Ketujuh
adalah Jejaring atau networking.

Pemenuhan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) ini menjadi
persoalan dan tantangan yang dirasakan oleh hampir semua daerah. Namun
positifnya juga muncul ide-ide solutif untuk mengatasi hambatan dan tantangan
tersebut.

Pelaksanaan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi
Maluku sampai saat ini belum berjalan optimal, Pemerintah Provinsi Maluku saat
ini mempunyai komitmen yang kuat terbukti dengan dikeluarkannya PERDA 02
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan di Maluku, Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun
2015 tentang, Penetapan Satuan Kerja Perangkat Derah Percontohan Rencana
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Kerja Anggaran Responsif Gender, Keputusan Gubernur Maluku Nomor 243
Tahun 2018 Tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi
Maluku. Terkait dengan Kebijakan dan Program saat ini sedang didorong untuk
tahun 2020 semua OPD membuat minimal 1 Program/ Kebijakan berupa
kegiatan yang responsif gender.

Untuk kelembagaan, telah ada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

(Pokja PUG) melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 200 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi
Maluku, namun untuk Focal Point pada setiap OPD sampai ini belum terbentuk
akan tetapi sedang didorong untuk segera melakukan pembentukannya.
Sumber daya manusia, sampai saat ini Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan pelatihan-
pelatihan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua OPD, namun
hal ini belum didukung oleh Dana, Sarana maupun Prasarana,
Data terpilah, Panduan Modul dan Bahan Kie sampai saat ini belum tersusun
sebagaimana mestinya namun jejaring atau networking dengan lembaga-
lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha maupun media sangat terbangun
dengan baik.

Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan 7 prasyarat awal
PUG tersebut merupakan tantangan yang saat ini harus dicari solusinya oleh
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dengan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat
memenuhi target prasyarat PUG dimaksud.

Pemerintah Provinsi Maluku dan 11 Kabupaten/Kota sampai tahun 2018
belum mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) karena
belum memenuhi 7 Prasyarat PUG dimaksud namun ini bukan merupakan
hambatan dalam pelaksanaan PUG. Kedepan Pemerintah Provinsi bertekad
untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga bisa mendapatkan

Penghargaan dimaksud.

2.3.1.1.2. Kualitas Keluarga
Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah

dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Setiap keluarga dan individu
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didalamnya merupakan titik sentral dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
mengamanatkan kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan
melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna
mendukung keluarga agar dapat melaksanakan delapan fungsinya
secara optimal. Delapan fungsi keluarga meliputi fungsi agama,
sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi,
pendidikan, ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan.

Tujuan dilaksanakan 8 fungsi keluarga, selain agar keluarga
Indonesia dapaat menjadi keluarga sejahtera secara ekonomi dan
keluaarga yang berkualitas, juga untuk menghindari pernikahan
usia anak, mencegah HIV/AIDS, menghindari kenakalan remaja,
penyalagunaan narkoba dan lainnya, serta berkontribusi dalam
pelestaria lingkungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah terdapat Tiga Sub Urusan Kualitas Keluarga
yang terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas
daerah kabupaten/kota;

2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintaas daerah
kabupaaten/kota;

3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan hak anak.

Rintisan Indeks Ketahanan keluarga menurut provinsi dan kategori

tingkat ketahanan keluarga dapat dilihat pada Gambar berikut ini.
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Gambar 2.20
Gambar Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) Menurut Provinsi
dan Kategori Tingkat Ketahanan Keluarga Tahun 2016

D! Yogyakarta
Kepulauan Riau g
Kalimantan Temur
Kakmantan Selstan
Ball
Jawa Tengah ]
Kalimantan Tengah '
. Kep. Bangka Beditung
DKl Jakarta
Jambi
Kalimantan Utara
Jawa Temur
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Aceh
Raau
Sumatera Selatan
INDONESIA
Sulawesi Selatan

Lampung
Bengkulu V
Gorontalo
Jawa Barat

Maduku Utaras
Sulawesi Tengah
Maluku
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Banten
Kalimantan Barat
Sumatera Utara
Papua Barat
Nusa Tenggara Barat
jNu.sa Tenggara Tamur

Papua i

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa dari 34 provinsi
di Indonesia, setengahnya (17 provinsi) memiliki nilai R-IKK diatas
rata-rata nasional dan provinsi maluku berada pada ketahanan
keluarga pada kategori cukup.

Untuk mendorong Keluarga melaksanakan 8 fungsi tersebut
daerah melalui Dinas PPPA perlu melaksanakan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan keluarga
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dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
agar semua lapisan masyarakat dapat memahami pentingnya
kedudukan keluarga yang selalu menjadi isu sentral yang harus
terus diperjuangkan dan dijabarkan sebagaimana mestinya secara
terus menerus dan terencana hingga masyarakat mampu menjadi
pioneer dalam mewujudkan tatanan keluarga yang sadar akan
pentingnya penguatan ketahanan moral demi mewujudkan
keluarga idaman, harmonis dan sejahtera.

Pusat Pemberlajaran Keluarga (PUSPAGA) bekerjasama
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong
terwujudnya keluarga yang harmonis dan anti terhadap tindak

kekerasan dalam bentuk apa.

2.3.1.2 Perlindungan Hak Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan vyang
berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan
secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik
yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan
atau ketidakadilan gender.

Di dalam masyarakat umumnya dikenal beberapa istilah yang
berkaitan dengan kekerasan, seperti antara lain, “violenceagainst
women, "gender based violence”, “gender violence’, “domestic
violence” yang korbannya adalah perempuan,sementara bagi anak-anak
dikenal juga istilah, workingchildren”, “street childern”, “childern in
armed conflict”, "urban warzones”, dan sebagainya. Perempuan dan
anak adalah kelompok yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan
walaupun kecenderungan akhir-akhir ini kelompok ini juga menjadi
kelompok pelaku pada perempuan dan anak lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam
lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam
rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-

anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk
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kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan
kekerasan ekonomi.

Gambar 2.21
Grafik Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Maluku per Kabupaten/Kota
pada Tahun 2018
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Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik,

seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (Polda,
Polres, Kabupaten/Kota, Lembaga Layanan, Pengadilan Tinggi Agama,
Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri ) maka data kekerasan di Provinsi
Maluku adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.5

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan terhdap

Anak Tahun 2017-2018

Kasus
No Tahun Kekerasan terhadap Kekerasan terhadap
Perempuan (KtP) Anak (KtA)
1 2017 1.415 567
2 2018 1.483 502
Jumlah 2.898 1.069

Sumber : DP3A Promal

Dengan tingkat kekerasan yang terjadi sebagaimana data tersebut di
atas, maka ditetapkan berbagai kebijakan mulai dari pusat sampai ke
daerah, seperti program There Ends vyaitu :

e Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak;
e Stop perdagangan manusia;
e Stop kesenjangan ekonomi terhadap perempuan.

Program ini merupakan program unggulan kementerian PPPA yang
dicanangkan pada tahun 2016, dan program ini akan dimplementasikan di
34 provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku. Dalam rangka
mengimplementasi program tersebut, telah dilaksanakan berbagai
kegiatan di Provinsi Maluku, antara lain oleh Menteri PPPA dan jajarannya,
berupa pencanangan musical Berlian (Bersama lindungi anak), Sosialisasi
KDRT, pemberian bantuan kepada kelompok usaha perempuan, Aplikasi
Simponi PPA (sistim Informasi on line perlindungan perempuan dan anak),
pada aplikasi tersebut DP3A Provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi
admin dan dihrapkan dapat berjejaring dengan OPD terkait maupun
lembaga layanan untuk menyediakan data agar dapat diakses melalui
aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut terhubung langsung dengan admin
pusat di kementerian PPPA RI.

Korban kekerasan di Provinsi Maluku yang ditangani oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan
lembaga pemerhati perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak
fluktuatif  berdasarkan tabel 2.1. untuk meningkatkan layanan
pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan

telah diatur dalam Peraturan Guburnur Maluku Nomor 18 Tahun 2016, hal
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ini terkait dengan mekanisme pelayanan pengaduan korban kekerasan.
Selain itu regulasi pemerintah daerah tentang Rencana Aksi Daerah
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial

dituangkan dalam arsip pemerintah daerah nomor 6 tahun 2016.

Gambar 2.22
Grafik Persandingan Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin Tahun
2017-2018
Data 2017 Data 2018
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Sumber : Simfoni Kementerian PP & PA RI

Terkait dengan hal tersebut kami sangat membutuhkan anggaran
untuk Pelatihan Simponi kepada admin Kabupaten/Kota mengingat ada
beberapa Kabupten/Kota yang belum dapat mengakses aplikaasi tersebut.

Selanjutnya adalah Program Perlindungan anak Terpadu Berbasis
Msyarakat (PATBM), adalah merupakan salah satu program strategis
dalam rangka perlindungan anak yang terfokus di Desa/Negeri/Kelurahan.
Program tersebut telah ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur
Maluku Nomor 354 tahun 2016 tentang penetapan kab/Kota percontohan
pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Provinsi
Maluku. Dan dua Kabupaten/Kota yang menjadi percontohan adalah
Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, dan pencanangaan dan

sosialisasi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Buruh ke 7 (tujuh)
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Kecamatan, dan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti rapat-rapat regular
APHS.

Terbatasnya akses keadilan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di Indonesia termasuk Provinsi Maluku, maka Pemerintah
Indonesia melalui BAPPENAS bekerjasama dengan Pemerintah Australia
melalui program MAMPUnya, menetapkan 5 (Lima) Provinsi di Indonesia
sebagai percontohan pelaksanan program SPPT-PKKTP (Sistim peradilan
pidana terpadu perlindungan perempuan dan anak), dan salah satunya
adalah Provinsi Maluku. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 11
Desember tahun 2017 telah dilakukan penandatangan MOU antara
pemerintah Provinsi Maluku dengan lembaga Vertikal ( POLDA Maluku,
Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Tinggi Ambon, Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Maluku, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Universitas
Pattimura, KOMNAS HAM Perwakilan Maluku ), dan telah diikuti dengan
penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang dilaksanakan
pada tanggal 11 Maret tahun 2019. Program ini juga merupakan salah
satu program prioritas BAPPENAS.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Bidang
kesejahteran Rakyat Nomor 07 tahun 2014 tentang Rencaanaa AKsi
Nasional Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam
konflik sosial Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik
Sosial (Pokja P3AKS) yang menegaskan bahwa perempuan dan anak harus
terpenuhi hak asasinya sebagai manusia. Kebijakan tersebut telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2017
tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2016 — 2019 dan Surat Keputusan
Gubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik
Sosial Bidang Pencegahan, Penanganan, Pemberdayaan dan Partisipasi di

Provinsi Maluku Tahun 2019, untuk kegiatan ini kami butuh dukungan
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APBD agar dapat disosialisasikan ke Kabupaten/Kota untuk pembentukan
RAD dan Pokja agar hak-hak perempuan dan anak daapat terpenuhi dalam
situasi apapun di wilayah masing-masing.

PERDA Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasaan di
provinsi Maluku, merupakan Perda payung dalam pemenuhan hak-hak
perempuan dan anak korban kekerasan. Hingga saat ini hampir semua
kabupaten/Kota telah memiliki Perda yang sama, kecuali Kabupaten Buru
Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk itu dibutuhkan dukungan
APBD untuk mensosialisasikan PERDA tersebut kedua Kabupaten
dimaksud.

2.3.1.3 Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakupi upaya pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku di
bidang perlindungan anak diukur melalui persentase kabupaten/kota yang
memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak dan Ratio
Kekerasan Terhadap Anak (KtA).

Terdapat 5 kluster yang menjadi kriteria dalam rangka pemenuhan
hak dan perlindungan khusus anak, 5 (Lima) kluster dimaksud meliputi :

1. Hak sipil dan kebebasan;

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;

3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
5. Perlindungan khusus anak.

Secara umum capaian pemenuhan hak anak ditunjukan dalam
pemenuhan 24 indikator Pemenuhan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
yang terealisai melalui penghargaan KLA dari Tingkat Pratama, tingkat
madya, tingkat nidya dan tingkat utama.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 03.a Tahun 2015
Tentang Pembetukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak di Provinsi Maluku serta Pelaksanaan Pencanangan Komitmen

Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) dan penandatanganan percepatan
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Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Maluku oleh pimpinan tertinggi
daerah  (bupati/walikota) Se-Provinsi Maluku belum menunjukan
peningkatan yang signifikan. menurut data Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak hingga tahun 2019 baru 2
Kabupaten/Kota yang mendapat pengharagaan KLA tingkat Pratama dari
11 kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yaitu Kota Ambon, dan Kabupaten
Buru. Diharapkan pada tahun 2020-2021 bertambah 5 Kabupaten Kota
yang akan menerima penghargaan KLA dengan kabupaten persiapan yakni
Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kep.
Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kota Tual. Sedangkan 4
kabupaten/kota yang lain (SBB, SBT, KKT dan Bursel) masih mengalami
kendala dari segi administrasi, geografis dan jaringan komunikasi.

Dalam upaya menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin hal
itu. Berbagai upaya koordinasi dan kerjasama lintas OPD yang dilakukan
dalam bentuk kepemilikan akta kelahiran, kartu tanda pengenal anak,
sosialisasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur, jaminan
kesehatan (imunisasi lengkap), peningkatan pelayanan publik yang ramah
anak (109 Sekolah Ramah Anak di 9 Kab/Kota, 50 Puskesmas Ramah Anak
di Prov.Maluku, Pusat Kreatifitas Anak, Kampung Anak Sejahtra, 3 Ruang
Menyusui di area publik), keterlibatan anak dalam pembangunan melalui
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Pengurus Forum Anak Maluku Manise (FAMM) Periode 2017-2019 serta
pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, yang diikuti
oleh Forum Anak Maluku Manise dengan harapan agar anak-anak maluku
dapat menyuarakan aspirasinya dan memiliki andil dalam pelaksanaan

Musrembangdes maupun Musrembang tingkat Kab/Kota dan Provinsi.
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Gambar 2.23
Grafik Rasio Anak Korban Kekerasan di Tingkat Nasional tahun 2018
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Dari gambar 2.21 diatas menunjukan grafik rasio anak yang menjadi
korban kekerasan per 10.000 anak mencapai 1,60 persen atau 2 dari
10.000 anak Maluku menjadi korban kekerasan.

Dilihat dari sebaran jumlah kekerasan terhadap Anak di Provinsi
Maluku Tahun 2018 menunjukan bahwa, jumlah usia korban kekerasan
yang cukup tinggi ada pada usia anak yang berumur 0 — 17 tahun. Jika
dilihat berdasarkan kelompok umur anak korban kekerasan pada tahun
2018 terbanyak dialami oleh anak usia 13-17 tahun.

Gambar 2.24

Grafik Anak Korban Kekerasan berdasarakan Tingkat Usia di Provinsi
Maluku Tahun 2018
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Gambar 2.25
Grafik Persentasi Korban Kekerasan berdasarakan Status Usia di Provinsi
Maluku Tahun 2018
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Grafik diatas menunjukan bahwa persentasi korban menurut status usia di Provinsi

Maluku adalah anak dengan persentase 69.0% pada tahun 2018.
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Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
Provinsi Maluku Tahun 2014-2019

Target Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan

Target Perlindungan Anak Provinsi Re:::;:::::::-n ':Zsal?r:::::'::_
NO Indikator Kinerja Satuan | Indikator Maluku P P
Lainnya pada Tahun ke-

2015 | 2016 |2017|2018|2019 (2015|2016 2017 2018 | 2019 | 2015|2016 | 2017|2018 | 2019

Jumlah Kabupaten/Kota Iml Kab

1 |Layak Anak (KLA)yang /Kota - - - - 2 - - - - 2 - - - - 1
memperoleh predikat KLA
Rasio Kekerasan dalam .

2 Rumah Tangga (KDRT). Rasio 1231|1081 | 1081 1345 | 1333 | 1333 0,39 | 0,37 | 0,37
Jumlah kasus kekerasan Iml

3 |terhadap perempuan dan Kasus - - 419 | 269 | 269 - - 642 | 640 | 640 - - 59 60 60
anak
Proporsi Kursi yang diduduki o } ) ) } } } ) }

4 perempuan di DPR/DPRD Yo 30 30 27 27 7,15 331 2,98
Persentasi partisipasi

5 [Perempuan di lembaga % - - - 30 - - - - 4 - - - - 0.1 -
pemerintahan

6 Persentasi perempuan % _ _ _ 25 } _ _ 4 _ _ } 69 | 09 _

dilembaga swasta
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Target Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan

Target Perlindungan Anak Provinsi Re:::?rs;:::?(::_n :::1::3?2-
NO Indikator Kinerja Satuan | Indikator Maluku P P
Lainnya pada Tahun ke-

2015 | 2016 |2017|2018|2019 (2015|2016 2017 2018 | 2019 | 2015|2016 | 2017|2018 | 2019

Persentase penanganan
7 | kasus kekerasan terhadap % - - 0,16 0,31 | 0,31 - - 6 18 18 - - 093|281 281

perempuan termasuk TPPO

Persentasi Realisasi
8 kebijakan pemenuhan hak % ) ) ) 65 50 ) ) ) 65 50 ) ) ) 1 1
anak, termasuk anak dalam
kondisi khusus.

Persentase penanganan
10 | kasus kekerasan terhadap % - - 21,48 | 20,4 | 20,4 - - 87,2| 78,4 | 78,4 - - 0,69| 0,63 | 0,63

anak

Persentase OPD dan
11 |Kab/Kota yang memiliki data % - - - 20 30 - - - 20 30 - - - 1 1
gender dan anak

Persentasi Peningkatan
12 | Sumbangan Perempuan % - - - 45 65 - - - 45 65 - - - 1 1
dalam Pendapatan Kerja

13 Presentgsi program yang %
tercapai
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1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Provisi Maluku Terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, Kabupaten/kota layak anak dengan system pembangunan yang menjamin hak anak melalui
mengintegrasian komitmen pemerintah dan sumber daya masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan
dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus yang diukur melakui indicator
yang tertuang dalam variable kabuapten layak anak. Sejak terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2017 kegiatan
dalam menunjang terwujudnya kabupaten/kota layak anak belum dilaksanakan secara optimal terkait alokasi anggaran, namun Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku tetap mendorong kabupaten/kota melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang
dilaksanakan oleh kabupaten/kota sehingga baru terwujud 2 (dua) kabupaten/kota yaitu kota Ambon dan Kabupaten Buru yang memperoleh

predikat menuju Kabupaten/Kota layak anak dengan memperoleh penghargaan tingkat pratama Ditahun 2019.

2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dari pengadilan tinggi agama,
pengadilan tinggi, pengadilan negeri, POLDA, POLRES, Lembaga layanan dan simponi PPA, maka pada realisasi capaian jumlah kasus KDRT
di Provinsi Maluku pada tahun 2017 mencapai 1.345 kasus dan pada tahun 2018 jumlah kasusnya mencapai 1.333 kasus,
terjadi kenaikan 99 Persen. Sedangkan rasio KDRT pada tahun 2017 sebesar 0,39 % dan pada tahun 2018 sebesar 0,37 % sekligus
menjadi dasar perhitungan pada tahun 2019.

3. Jumlah kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak Di Provinsi Maluku berdasarkan data dengan sumber data yang sama, tahun 2017
berjumlah 642 kasus, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 640 kasus. Dengan jumlah rasio capaian pada tahun 2017 sebesar 0,39 persen
dan pada tahun 2018 Rasio mencapai 0,37 persen.

4. Jumlah kasus TPPO dan pemulangan korban pada tahun 2017 sebanyak 6 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 18 kasus. Dengan Rasio
capaian pada tahun 2017 sebesar 0,93 % dan Pda taahun 2018 sebesar 2,81 %.

5. Presentasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 sebesar 87,2%, dan pada tahun 2018 sebesar 78,4%. Dan rasio
capaian pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 80 %.

Gambaran Pelayanan OPD |57



@5" RENSTIA D34 PROVINST MALUKY TARLIN Z015-20074

2.3.2. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran

Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku dapat dilihat dari Realisasi Anggaran pada masing-masing program sesuai Tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
Tahun 2015-2019

Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan Anggaran
pada Tahun ke- pada Tahun ke-
2015 | 2016 | 2017 2018 2019 | 2015 | 2016 | 2017 2018 2019 | 2015 | 2016 | 2017 2018 | 2019

No Program Anggaran pada Tahun ke-

1 | Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

622.149.000 | 893.789.000 | 874.000.450 - - 560.939.110 | 843.421.651 | 851.599.943 - - 0,90 0.94 0,97

2 | Program
peningkatan
sarana dan
prasarana

880.000.000 | 114.400.000 | 95.000.000 - - 840.453.476 | 108.282.874 | 94.966.132 - - 0,96 0.95 1,0

3 | Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur

150.000.000 - 49.200.000 - - 146./996.000 - 47.996.800 - - 0,98 - 0,98

4 | Program
peningkatan
pengembangan - - 25.000.000 - 20.000.000 - - 25.000.000 - 20.000.000 - - 1.00 - 1,0
sistem pelaporan
capaian  kinerja
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No Program

Realisasi Anggaran Rasio antara Realisasi dan Anggaran
pada Tahun ke- pada Tahun ke-
2015 | 2016 | 2017 2018 2019 | 2015 | 2016 | 2017 2018 2019 | 2015 | 2016 | 2017 2018 | 2019

Anggaran pada Tahun ke-

dan keuangan

Program

keserasian
kebijakan
peningkatan - - 575.171.000 | 621.665.000 | 419.235.000 - - 540.032.000 | 305.000.000 | 255.333.000 - - 0,94 0.49 0,61
kualitas anak dan
perempuan

Program

penguatan
kelembagaan - - 666.200.000 | 175.000.000 | 128.100.000 - - 642.192.000 | 175.000.000 | 125.505.000 - - 0,96 1.00 0,98
pengarustamaan
gender dan anak

Program
peningkatan

peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan

Program
peningkatan

peran perempuan
di pedesaan

80.000.000 - - - - 80.000.000 - - - - 1,0

Program

peningkatan
kualitas hidup dan - - 380.000.000 | 332.945.000 | 125.000.000 - - 368.355.500 | 273.845.000 | 123.733.800 - - 0,97 0.82 0,99
perlindungan
perempuan
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

2.4.1.Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku pada

lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a.

Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai
pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan

tahapan pembangunan masih kurang.

. Letak geografis bercirikan kepulauan dengan rentang kendali yang

panjang, mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kabupaten/Kota.
Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif
dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam

pembangunan.

. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan

dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap

kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

f.Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat

seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi
tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan

seksual dan penipuan.

. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan

pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum

berjalan secara efektif.

. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus

memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan
menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka

pemenuhan hak anak.

i.Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat

partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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j. Belum optimalnya penegakan hukum atas tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

2.4.2.Peluang
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku pada

lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam
RPIJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di
daerah.

b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan
lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan
dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

Cc. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan
kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi
CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO
tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko
Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Tahun 2015-2030).

d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap
kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya
dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan
hak anak.

f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk
mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Maluku

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Maluku.

3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

b. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan :
1) Belum semua perangkat daerah melaksanakan PPRG
2) Belum optimalnya kelembagaan PUG
3) Rendahnya Partisapasi Perempuan di lembaga legislatif
4) Rendahnya Partisapasi Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional,
Administrasi, Teknisi dibagi Jumlah Pekerja/Pegawai masih rendah
5) Rendahnya pendapatan perempuan dalam keluarga
6) Rendahnya lansia perempuan yang mendapatkan pe layanan program
pemberdayaan perempuan
7) Rendahnya layanan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas
perempuan.
c. Permasalahan terkait Perlindungan Perempuan
1) Tingginya Kasus kerkerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO
2) Belum optimalnya perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi
bencana, konflik.
3) Rendahnya akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan.
d. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga.

1) Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar di
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€.

f.

tingkat pemerintah daerah maupun kabupaten kota Belum semua perangkat
daerah melaksanakan PPRG

Permasalahan terkait Sistem Data Gender dan Anak.

1) Belum semua OPD memiliki data terpilah gender dan anaksesuai standar di
tingkat pemerintah daerah maupun kabupaten/kota.

2) Minimnya Sarana Prasarana Pendukung.

3) Peran/keterlibatan media masa dan elektronik dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak belum optimal.

Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1) Minimnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar di Provinsi
Maluku dan kabupaten/kota.

2) Belum Optimalnya Sekolah Ramah Anak di Provinsi Maluku.

3) Terbatasnya Puskesmas Ramah Anak di Provinsi Maluku.

4) Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar di
kabupaten/kota

Permasalahan Perlindungan Khusus Anak.

1) Belum optimalnya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

2) Masyarakat (PATBM).

3) Belum Optimalnya Penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh anak
yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

4) Meningkatnya korban kekerasan anak,atau Anak Berhadapan Dengan

Hukum (ABH) di kabupaten/kota.
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Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO | MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 Rendahnya Kualitas » Tingkat pendidikan 1.1. » Rendahnya komitmen di level
Hidup Perempuan perempuan masih rendah; penentu kebijakan;
diukur dengan > Keterlibatan perempuan » Perda PUG belum ada;
Indikator Indeks dilembaga 64elative64e64 » Pergub PPRG belum ada;
Pembangunan Gender rendah; » Adanya Budaya Patriarkhi
(IPG) dan Indeks > Representasi perempuan yang masih kuat di Maluku
Pemberdayaan Gender dilembaga ekssekutif terutama di pedesaan;
(IDG) masih relatif daerah rendah; > Akses perempuan terhadap
rendah dibandingkan » Perempuan pelaku usaha perbankan/ lembaga-lembaga
kondisi idea sebesar kurang berkembang; keuangan terkait permodalan
100. » Belum optimalnya masih belum optimal;
kelembagaan PUG; > Tidak adaanya kepercayaan
> Belum semua perangkat diri perempuyan untuk tampil,
daerah melaksanakan perempuan masih
PPRG; termarginalkan, perempuan
> Rendahnya lansia masih dianggap belum
perempuan yang mampu secara intelektual;
mendapatkan layanan » Kontrol dalam penetapan
program pemberdayaan jabatan strategis di
perempuan; pemerintah dan politik
» Rendahnya partisipasi dipegang oleh pimpinan
perempuan ditenaga pemerintahan / parpol yang
Manager, Profesional, belum 64elative64e gender;
Administrasi, Teknisi. » Peran Driver/penggerak
dalam pelembagaan PUG di
provinsi dan Kabupaten/Kota
belum optimal.
2 Sistem Perlindungan Tingginya Kasus Kekerasan 2.1 Rendahnya cakupan sosialisasi
terhadap Perempuan Terhadap Perempuan termasuk dan edukasi pencegahan
relatif belum berjalan TPPO di Maluku. kekerasan terhadap perempuan
secara holistic di berbagai tingkatan pemerintah
integrative. daerah.
2.2 Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan yang
komprehensif bagi korban
Kekerasan Terhadap Perempuan
di Maluku masih kurang.
2.3 Terbatasnya sarana dan

prasarana penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan.

2.4

Terbatasnya SDM terlatih/Petugas
layanan penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO.

2.5

Penanganan perempuan yang
berhadapan dengan hukum,
termasuk dalam situasi darurat
dan/atau kondisi khusus belum
berjalan sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.
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2.6

Belum ada lembaga resmi yang
ditunjuk dan panduan tentang
peningkatan  kapasitas  petugas
layanan sesuai standar

2.7

Kurangnya kebijakan
Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Perlindungan
Perempuan di Maluku

3 Belum optimalnya
kelembagaan
penguatan Keluarga

Angka perceraian masih tinggi;

Angka kekerasan masih tinggi;

Perkawinan usia anak masih

tinggi;

> Kekerasan terhadap anak masih
tinggi;

» Belum terbentuknya Pusat

Pembelajaran Keluaarga.

Y V V

3.1

3.2.

3.3

3.4

> Belum dipahaminya konsep
tentang kualitas keluarga yaitu :
legalitas dan kesetaraan
sebagai dasar kualitas fisik,
kualitas ekonomi, kualitas sosial
psikologi dan sosial budaya;

» Kurangnya kebijakan Pemerintah
Provinsi dalam mendorong
terbentuknya Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan dan
keluarga.

» Belum tersoalisasikan dengan
baik Undang-undangb Nomor
23 Tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga dan undang-
undang nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas
undang-undang nomor 23
Tahun 2002 tentang
perlindungan Anak

» Faktor ekonomi yang
menyebabkan anak dikawinkan
dalam usia anak Sarana /
prasarana serta sumberdaya
manusia yang belum tersedia.

4 Data Terpilah dan
Sistem Informasi belum
memadai.

Sistem pendataan , Demografi,
buku statistik dalam bentuk
pendataan belum dilaksanakan
secara optimal.

Belum tersedia pengajian

data terpilah

berdasarkan jenis kelamin dan umur :

Profil

daerah responsif gender, statistik

daerah response, profil gender daerah.

5 | Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Khusus
Anak relatif belum
terpenuhi.

4.1 Implementasi
Kabupaten/Kota Layak Anak

(KLA) belum optimal.

4.1.1

Belum optimalnya pelaksanaan
dan pengawasan Kebijakan
Pemenuhak Hak tumbuh
kembang anak yg diterbitkan
oleh Provinsi dan
Kabupaten/kota.

Kontribusi media dan dunia
usaha dalam pemenuhan hak
tumbuh kembang anak masih
kurang.

Rendahnya komitmen lintas
sektor dalam penyediaan
lembaga layanan pemenuhan
hak anak yang ramah anak.
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4.2 Tingginya Kasus Kekerasan | 4.2.1 Penanganan anak yang

Terhadap Anak termasuk membutuhkan perlindungan
praktik buruk yang khusus belum berjalan sesuai
mengancam hak-hak anak ketentuan hukum yang berlaku

(seperti pekerja anak, anak
berhadapan hukum dan

anak berkebutuhan khusus) 4.2.2 Layanan Sistem perlindungan
anak yang meliputi deteksi dini,
penaganan dan pemulihan belum
berjalan secara holistic
integrative antar sector dan
wilayah masih terbatas.

4.2.3 Lembaga layan anak yang
membutuhkan perlindungan
khusus yang terstandarisasi belum
tersedia disemua kabupaten/kota.

4.2.4 Kebijakan tekhnis terkait
perlindungan khusus anak pada
umumnya belum optimal
dilaksanakan

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004).Visi harus
Perangkat Daerah (OPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan).

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara
kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPIJMD) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion al dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPIMD, serta
Tata cara Perubahan RPIPD, RIMD dan RPKD. Secara umum bahwa Renstra
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5
tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2019-2024 adalah
MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI,
TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN
KEPULAUAN. Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah
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Terjamin Dalam Kesejahteraaan yang berarti memberikan kesejathteraan yang
dirasakan oleh semua dalam setiap Pembangunan.

Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau.

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri, dan
berprestasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku mendukung pencapaian misi ke 6 Mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri, dan Berprestasi.
Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah meningkatkan Kualitas Hidup Kelompok
Rentan dengan sasaran Meningkatnya Akses dan Manfaat Pembangunan Untuk
Semua.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam
pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tercantum pada tabel 3.1

berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan
Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur

Permasalahan Faktor
Pelayanan Dinas
No Misi, Tujuan dan Pemberdayaan
Sasaran RPJMD Perempuan dan Penghambat Pendorong
Perlindungan Anak
Provinsi Maluku
1 | Misi: IPG meningkat namun Pelaksanaan Adanya
Mewujudkan sumber | relatif rendah Perencanaan dan komitmen
daya manusia yang |dibandingkan kondisi penganggaran Gubernur untuk
profesional,  kreatif, | ideal sebesar 100. responsif gender meningkatkan
mandiri, dan belum optimal. Pemberdayaan
berprestasi. IDG relatif rendah Perempuan

Permasalahn dan
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Misi, Tujuan dan

No | sasaran RPIMD

2 | Tujuan:
Meningkatkan  kualitas
hidup kelompok rentan

3 | Sasaran:
Meningkatnya akses
dan manfaat
pembangunan  untuk
semua

Permasalahan
Pelayanan Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Provinsi Maluku
dibandingkan kondisi
ideal dan daerah lain.

Tingginya kasus
kekerasan terhadap
perempuan, terlihat dari
jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan jumlah kasus KDRT.
Perempuan banyak
menjadi obyek
pornografi, menjadikan
perempuan sangat
rentan terhadap
kekerasan.

Rendahnya perlindungan
terhadap tenaga kerja
perempuan, ditunjukkan
dengan terjadinya
kasus-kasus perlakuan
buruk terhadap buruh.
Belum optimalnya peran
kelembagaan
perlindungan hak
perempuan.

Terjadinya berbagai
praktik buruk yang
mengancam hak-hak
anak, seperti pekerja
anak perkawinan anak,
dan anak berhadapan
dengan hukum (ABH).
Munculnya berbagai
tindak kekerasan
terhadap anak.

Belum terpenuhinya
hak-hak anak seperti
akte kelahiran, PAUD,
hidup sehat, SRA, PRA,
dan pengasuhan yang
aman.

Faktor
Penghambat Pendorong
Terbatasnya e Adanya
anggaran program kerjasama yang
untuk mendukung baik antara
PUG dan pemerintah
Perencanaan dan daerah dan

penganggaran
responsif gender

Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

instansi terkait
melalui lembaga
P2TP2A

e Adanya
komitmen
Gubernur untuk
mengembangkan
Kota Layak Anak

Permasalahn dan
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

Visi Presiden periode Tahun 2020 — 2024 vyaitu : “ Terwujudnya
Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan
Gotong Royong”.

Makna dari rancangan Teknoktratik RPJMN Tahun 2020 — 2024, ditetapkan 7

Agenda Pembangunan tahun 2020-2024, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Membangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa;

5. Memperkuat Insfrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Provinsi perlu memperhatikan reverensi dan
keterkaitan upaya mendukung pencapaian misi ke-6 RPJMD tahun 2019-
2024 yaitu : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif,
Mandiri, dan Berprestasi perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka keterkaitan antara Kebijakan
Jangka Menengah Kementerian PPPA / Lembaga dengan permasalahan
pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi tercantum pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka

Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan

Sebagai Faktor

No Menengah Perempuan dan
Renstra . P Penghambat Pendorong
. Perlindungan Anak
Kementerian .
Provinsi Maluku
1 | Meningkatnya - IPG meningkat relative ¢ Pelaksanaan e Adanya
Kualitas Hidup rendah dibandingkan Perencanaan dan komitmen
Perempuan. kondisi ideal sebesar 100; penganggaran Gubernur
- IDG relative rendah responsif gender untuk
dibandingkan kondisi ideal belum optimal. meningkatkan
100; e Terbatasnya Pemberdayaan
- Belum semua perangkat anggaran Perempuan.

daerah melaksanakan
PPRG;

- Belum Optimalnya

kelembagaan PUG;

- Rendahnya paartisipasi

perempuan; dilembaga
legislatif

- Rendahnya partisipasi

perempuan sebagai
tenaga manager,
profesional, administrasi
dan teknisi;

- Rendahnya pendapatan

perempuan dalam
keluarga;

- Rendahnya lansia

perempuan yang
mendapatkan pelayanan
program pemberdayaan
perempuan;

- Rendahnya layanan

pemberdayaan
perempuan penyandang
disabilitas perempuan.

program untuk
mendukung PUG
dan Perencanaan
dan
penganggaran
responsif gender.

Meningkatnya
Kualitas
Perlindungan Hak-
Hak Perempuan.

Tingginya kasus kekerasan
terhadap perempuan, dan
anak termasuk TPPO;
Belum aptimalnya
perempuan yang mendapat
perlindungan pada situasi
bencana, konflik;

Permasalahn dan

Terbatasnya
Anggaran
Pemulangan dan
penanganan
kasus kekerasan
terhadap
perempuan

e Adanya MOU
Antara
Pemerintah
Porvinsi
dengan
Lembaga
Vertikal, dan
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Sasaran Jangka

Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan

Sebagai Faktor

No Menengah Perempuan dan
Renstra . Penghambat Pendorong
Kementerian Perlmc.lulfgan Anak
Provinsi Maluku
e Rendahnya akses keadilan adanya gugus
bagi perempuan korban tugas TPPO.
kekerasan.

3 | Meningkatnya e Minimnya Ruang Bermain |e Terbatasnya Adanya
Pemenuhan Hak Ramah Anak (RBRA) sesuai lembaga yang komitmen
Anak standar di Provinsi dan melayani Gubernuruntuk

Kabupaten/kota penanganan mengembangk

e Belum Optimalnya Sekolah kasus kekerasan an Kab/Kota
Ramah Anak terhadap Layak Anak

e Terbatasnya Sekolah perempuan dan Perda 02
Ramah Anak anak di Kab/Kota Tahun 2012,

e Belum adanya pusat e Hak-hak anak Pergub No. ....
informasi sahabat anak yang tidak Tentang Gugus
(PISA) sesuai standar di terpenuhi secara Tugas KLA
kabupaten/kota. optimal Tahun ...... ,

Pergub No.18
Tahun 2016
tentang
Penigkatan
Kualitas

Pendampingan.

Meningkatnya
Kualitas
Perlindungan Khusus
Anak

- Belum optimalnya Program
Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat
(PATMB);

- Belum optimalnya
penanganan kasus kekerasan
yang dialami oleh anak yang
memerlukan kebutuhan
khusus (AMPK);

- Meningkatnya korban
kekerasan anak atau anak
berhadapan dengan hukun
(ABH) di kabupaten/kota.

Meningkatnya
Kualitas Keluarga
untuk mewujudkan
KG dan PHA

Belum adanya pusat
pembelajaran keluarga
(PUSPAGA) sesuai standar
ditingkat pemerintah
daerah maaupun
kabupaten/kota.

Sinergitas dan
kepedulian
organisasi
masyarakat dan
LSM dalam
Pemberdayaan

Adanya
beberapa
organisasi
masyarakat
dan LSM yang
bergerak di
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Sasaran Jangka

Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan

Sebagai Faktor

No Menengah Perempuan dan
Renstra . P Penghambat Pendorong
R Perlindungan Anak
Kementerian .
Provinsi Maluku

perempuan dan bidang
perlindungan Pemberdayaan
anak masih perempuan
kurang dan

perlindungan
anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Lingkungan

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Malukudalam penentuan strateginya tidak akan berdampak pada pengaruh

Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Maluku dalam penentuan straeginya tidak berdampak pada Analisis KLHS.
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3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

3.6

Hidup Strategis
3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku dalam penentuan strateginya tidak akan berdampak pada pengaruh

Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Maluku dalam penentuan straeginya tidak berdampak pada Analisis KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dimasa datang.
Isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan bidang Sosial,
Politik, Hukum dan Ekonomi;
Tingginya Kasus kerkerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO;
Belum optimalnya kelembagaan peningkatan kualitas keluarga;
Kurangnya perangkat daerah memiliki data gender dan anak;

Belum optimalnya implementasi kabupaten kota layak anak;

o v s W N

Belum optimalnya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Permasalahn dan Isu-isu Strategis |73



@ RENSTRA DF5A PROVINST MALUKU TARUN Z0/5-2074

Permasalahn dan Isu-isu Strategis |74



N

P\
)

RENSTRA DF3A PROVINST MALUKU TARUN Z0/5-2074

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam raangka mencapai sasaran

RPIJMD, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas PPPA sesuai dengan

amanat undang-undang.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sebagai berikut :

o v ks w =

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan;
Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan;
Meningkatkan Kualitas Keluarga;

Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;
Meningkatkan Kualitas Perlindungan Khusus Anak;

Meningkatkan kualitas data gender dan anak.

4.1.2 Sasaran

Sasaran strategis secara rinci Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan, yang ditandai dengan Indikator

Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG);

. Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap Hak - Hak Perempuan, yang

ditandai dengan Indikator Ratio Perempuan Korban Kekerasan, dan Proporsi

perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan;

. Meningkatnya Kualitas Keluarga untuk mewujudkan KG dan PHA, yang

ditandai dengan Indikator Presentase lembaga penyedia layanan peningkatan

kualitas keluarga yang aktif;

. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak, yang ditandai dengan Indikator

presentase Kabupaten/Kota yang memenuhi kualifikasi layak anak;

. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Khusus Anak, yang ditandai dengan

Indikator Cakupan rasio anak korban kekerasan yang mendapatkan
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penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan
terpadu;

6. Meningkatnya kualitas data gender dan anak sebagai basis perencanaan
daerah, yang ditandai dengan Indikator Persentasi Kabupaten/kota pengelola

sistim data gender
Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

disajikan pada Tabel berikut ini.
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Tahun 2019 - 2024

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

) Indikator KX\?V‘::IS ! Target Kinerja Sasaran Targ_et
No Tujuan Sasaran Sasaran Satuan Tahun |Tahun |Tahun [Tahun |Tahun |Tahun Akhir
Renstra
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Meningkatkan | Meningkatnya | IPG
Kualitas Hidup | kualitas Hidup % 93,03 93,04 | 93,45 | 93,88 | 94,00 | 94,02 | 94,02
Perempuan Perempuan
IDG 53,19 |56,51 |57,02 |60,01 62,00 |62,05 |63,00
%
Meningkatkan Meningkatnya | rasio
2 |perlindungan kualitas kekerasan
hak perempuan | perlindungan |terhadap
terhadap hak- | perempuan % |161 1,56 | 1,51 |1,46 | 1,41 [1,36 | 1,31
hak
perempuan
3 |Meningkatkan Meningkatkan | Persentase
kualitas kualitas Lembaga
keluarga keluarga penyedia
lr:1net\l/\J/IE|'udkan layanan
e @ I peningkatan | % | 50 |55 | 60 |65 | 70 |75 |75
gender dan kualitas
pemenuhan | keluarga
hak anak yang aktif
4 |Meningkatkan Meningkatnya | kabupaten/
pemenuhan pemenuhan Kota yang
hak anak hak anak memenuhi % 18,18 |18,18 | 27,27 | 27,27 | 36,36 | 45,45 | 45,45
kualifikasi
layak anak
5 |Meningkatakan | Meningkatnya | rasio
kualitas kualitas kekerasan
perlindungan perlindungan | terhadap % 0,81 0,76 | 0,71 (0,66 | 0,61 |0,56 | 0,51
khusus anak khusus anak | anak
6 | Meningkatkan | Meningkatnya | Cakupan
kualitas  data | kualitas data | Kabupaten/K
gender dan|gender dan|ota pengelola
anak anak sebagai | sistim gender % 72,73 |72,73181,82190,91| 100 | 100 | 100
basis dan anak
perencanaan
daerah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024

Visi

MALUKU YANG TERKELOLA SECARA JUJUR, BERSIH DAN MELAYANI,
TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN DAN BERDAULAT ATAS GUGUSAN
KEPULAUAN

Misi

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau.

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri,

dan berprestasi.
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 | Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan kualitas Peningkatan
Kualitas Hidup | Kualitas Hidup kelembagaan PUG, melalui : kapasitas
Perempuan Perempuan 1. Pelatihan pelaksanaan PUG kelembagaan PUG
termasuk PPRG bagi SDM dengan fokus pada
perencana pada lembaga. penguatan dan

operasionalisasi

2. TOT pelaksanaan PUG kelembagaan PUG.

termasuk PPRG bagi
fasilitator/champion.

3. Koordinasi pelaksanaan PUG
pada lembaga pemerintah.

4. Operasionalisasi dan penguatan
forum/pokja PUG.
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi

5. Pendampingan pelaksanaan
PUG.

6. Pengembangan KIE
pelaksanaan PUG.

7. Data Pelembagaan PUG
termasuk PPRG.

8. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan PUG
dan pencapaian kesetaraan
gender.

Kebijakan

Meningkatnya peran perempuan
dalam bidang politik, ekonomi dan
sosial melalui :

1. Pembentukan, operasionalisasi
dan penguatan forum
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi bagi kader
perempuan pada organisasi
kemasyarakatan lingkup
Provinsi Maluku.

2. Koordinasi pelaksanaan
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi bagi kader
perempuan pada organisasi
kemasyarakatan lingkup
Provinsi Maluku.

Peningkatan
kualitas
pemberdayaan
perempuan
dibidang politk,
sosial dan ekonomi
dengan fokus pada
advokasi pada
organisasi
masyarakat

Meningkatkan
perlindungan
Hak-Hak
perempuan

Meningkatnya
Kualitas
perlindungan
terhadap hak-hak
perempuan

Meningkatkan perlindungan bagi
perempuan dan anak termasuk
TPPO melalui :

1. Perumusan kebijakan
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan yang
melibatkan para pihak tingkat
daerah Provinsi Maluku dan
lintas daerah kabupaten/kota.

2. Advokasi dan sosialisasi
kebijakan pencegahan

kekerasan terhadap perempuan

yang melibatkan para pihak
lingkup Provinsi Maluku dan
lintas kabupaten/kota.

3. Pelatihan pencegahan

kekerasan terhadap perempuan

yang melibatkan para pihak
lingkup Provinsi Maluku dan
lintas kabupaten/kota.

4. TOT pencegahan kekerasan

Peningkatan
perlindungan bagi
perempuan dan
anak dengan fokus
pada pencegahan
kekerasan pada
perempuan dan
anak
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

terhadap perempuan yang
melibatkan para pihak lingkup
Provinsi Maluku dan lintas
kabupaten/kota.

Koordinasi pencegahan
kekerasan terhadap perempuan
yang melibatkan para pihak
Provinsi Maluku dan lintas
kabupaten/kota.

Pembentukan Model
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan yang
melibatkan para pihak tingkat
Provinsi Maluku dan lintas
kabupaten/kota.

KIE pencegahan kekerasan
terhadap perempuan yang
melibatkan para pihak lingkup
Provinsi Maluku dan lintas
kabupaten/kota.

Pengintegrasian Data
kekerasan terhadap perempuan
lingkup Provinsi Maluku dan
lintas kabupaten/kota.

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan
yang melibatkan para pihak
lingkup Provinsi Maluku dan
lintas kabupaten/kota.

Meningkatkan
kualitas
keluarga

Meningkatnya
kualitas keluarga
untuk
mewujudkan
Kesejahteraan
Gender ( KG) dan
Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

Meningkatnya kelembagaan
kualitas keluarga melalui :

1.

Advokasi dan sosialisasi
kebijakan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan
hak anak tingkat Provinsi
Maluku dan lintas
kabupaten/kota.

Pelatihan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan
hak anak tingkat Provinsi
Maluku dan lintas
kabupaten/kota

TOT peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan
hak anak tingkat Provinsi

Meningkatkan
kualitas keluarga
dengan fokus pada
kelompok miskin
dan rentan.
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Maluku dan lintas
kabupaten/kota bagi
fasilitator/champion.

Pembentukan, operasionalisasi
dan penguatan forum
peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan
gender (KG) dan hak anak
tingkat Provinsi Maluku dan
lintas kabupaten/kota.

Meningkatakan
pemenuhan hak
anak

Meningkatnya
Pemenuhan Hak
Anak.

Meningkatakan kabupaten kota
layak anak melalui :

1.

Perumusan kebijakan
Pemenuhan Hak dan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak tingkat Provinsi Maluku.

Advokasi dan sosialisasi
kebijakan Pemenuhan Hak dan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak tingkat Provinsi Maluku.

Pelatihan Pemenuhan Hak dan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak bagi SDM perencana pada
lembaga pemerintah tingkat
Provinsi Maluku.

TOT Pemenuhan Hak dan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak bagi fasilitator/champion.

Pembentukan, operasionalisasi
dan penguatan forum
Pemenuhan Hak dan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak tingkat Provinsi Maluku.

Penyediaan sarana dan
prasarana Pemenuhan Hak dan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak tingkat Provinsi Maluku.

koordinasi lintas sektor dalam
pemenuhan hak anak.

Peningkatan
kab/kota layak
anak dengan fokus
pada pemenuhan
hak-hak anak dan
penguatan jejering
kelembagaan
dalam perwujudan
KLA.
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anak sebagai
basis
perencanaan
daerah

data gender dan
anak

1. Advokasi dan sosialisasi
kebijakan penyediaan data
gender dan anak.

2. Pelatihan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data gender dan
anak bagi SDM pengelola data
di tingkat Provinsi Maluku.

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
5 |Meningkatakan | Meningkatnya Meningkatakan kabupaten kota Peningkatan
kualitas kualitas layak anak melalui : kab/kota layak
Perlindungan Perlindungan 1. Perumusan kebijakan anak dengan fokus
Khusus Anak Khusus Anak. penguatan lembaga penyedia pada pemenuhan
layanan bagi anak yang hak-hak anak yang
memerlukan perlindungan memerlukan
khusus tingkat provinsi maluku | perlindungan
B khusus dan
2. Perumusan kebijakan penguatan jejering
Pemenuhan Hak dan kelembagaan bagi
Peningkatan Kualitas Hidup anak yang
Anak yang memerlukan memerlukan
perlindungan khusus tingkat perlindungan
Provinsi Maluku. khusus dalam
3. Advokasi dan sosialisasi perwujudan KLA.
kebijakan Pemenuhan Hak dan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak yang memerlukan
perlindungan khusus tingkat
Provinsi Maluku.
4. Pembentukan Model Layanan
dan Penguatan Bagi Anak Yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus
5. TOT bagi SDM lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan
khusus.
6. Penyediaan sarana dan
prasarana Pemenuhan Hak
yang memerlukan perlindungan
khusus dan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak yang
memerlukan perlindungan
khusus tingkat Provinsi Maluku.
7. koordinasi lintas sektor dalam
pemenuhan hak anak yang
memerlukan perlindungan
khusus.
6 [Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan koordinasi semua Peningkatan
kualitas data perangkat daerah | perangkat daerah untuk memiliki kualitas
gender dan yang memiliki data gender dan anak melalui : perencanaan

dengan data
gender dan anak
dengan fokus pada
peningkatan
kapasitas
perangkat daerah
dalam penyediaan
data gender dan
anak.
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Penyusunan Profil Gender dan
Profil Anak Provinsi Maluku.

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyediaan data
gender dan anak di tingkat
Provinsi Maluku.

Strategi dan Arah Kebijakan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Workshop Forum Anak Maluku
Penyelenggaraan/Penguatan dan Pemilihan Anak Kreatif

1
2
3 Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku
4

Kampanye Penghentian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Pemetaan pengumpulan, Pengelolahan ,Analisis dan Pengajian Data dan

> Informasi gender dan anak

6 Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak

v Pembuatgn/?engembangan Aplikasi/Sistim Informasi terkait Penyediaan
dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak

8 Sosialisasi dan Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak

9 Pembentukan Sistem Informasi Terpadu Forum Anak (TESA)
10 Pelatihan Fasilitator Anak di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelatihan Pelayanan Puskesmas Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak

1 (kHa)

12 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Konvensi Hak Anak (KHA)

13 Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

14 Penyusunan Data dan Informasi Profil Anak

Rapat Koordinasi, evaluasi indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

15 tingkat Povinsi dan Kabupaten/Kota

16 Fasilitasi Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

17 Monitoring Evaluasi dan Pembinaan SRA dan Forum Anak menuju KLA

Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan

18 Kualitas Hidup Anak Tingkat Provinsi Maluku

19 Pertemuan Forum Anak se Maluku/Temu Raya Forum Anak di Maluku;

20 Fasilitasi Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah/PAUD
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Rapat Teknis Penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota LayakAnak (GT-

21 KLA) di Provinsi Maluku

22 Workshop Pola Asuh Anak dalam rangka Tumbuh Kembang Anak

23 Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Pelatihan bagi forum anak sebagai pelopor dan pelapor tingkat Provinsi

24 Maluku

Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas

25 Anak

26 Inovasi, Kreatifitas Anak Maluku

27 Pelatihan KHA, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

28 Hikmah Ajar menuju Penguatan KLA

29 Pelatihan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

Sosialisasi bahaya merokok dan kesehatan reproduksi bagi anak dan

30 keluarga

31 sosialisasi ASI eksklusif, gizi seimbang dan pembatasan gula garam dan
lemak bagi keluarga

B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 Rapat Koordinasi unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Se-Maluku

2 Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Pokja PUG

3 Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Pokja PUG

4 Pelatihan PUG dan PUHA bagi Forum PUSPA

5 Sosialisasi dan advokasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

6 Pelatihan Bagi Satgas PPA

7 TOT Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi fasilitator /champion
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O

10

11

12

13

14

15

Pendampingan pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan PUG dan pencapaian
kesetaraan gender tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sosialisasi berbagai kebijakan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO

Workshop keterlibatan laki-laki dalam upaya pencegahan kekerasan
terhadap perempuan

Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui
media

Peningkatan SDM Pelayanan dan pendampingan korban kekerasan
termasuk Satuan Tugas (Satgas) PPA

Pemberian penghargaan bagi perempuan yang berprestasi

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan berbasis komunitas

Sosialisasi kebijakan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang
(GT-TPPO) di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelatihan bagi pengelola P2TP2A Provinsi Maluku

Pelatihan Bagi pelatih dan pendamping korban

Rapat Teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Ank
Dalam Konflik Sosial (P3AKS)

Pemulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk
TPPO

Pelaksanaan bimbingan teknis bagi pendamping kekerasan (pralegal),
tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dan
Satgas

Fasilitasi dan pembinaan P2TP2A Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota

Pemanfaatan mobil perlindungan perempuan dn anak (MOLIN) dan
TORLIN untuk pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan
pemberdayaan korban kekerasan

Pemberdayaan perempuan lansia, disabilitas, korban bencana, dan
korban konflik
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Fasilitasi, Sosilissi dan Advokasi Bina Keluarga Tenaga Keluarga

16
Perempuan

17 Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Pengaduan dan Rujukan
Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

18 Rapat koordinasi lintas sektor dan lembaga layanan dalam perlindungan
hak perempuan termasuk Rapat Reguler Aparat Penegak Hukum (APH)

19 Sosialisasi Aplikasi Sistim Informasi Online Perlindungan Perempuan
dan Anak

20 Workshop/Rapat koordinasi Sistim Peradilan Pidana Terpadu

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak - hak perempuan

Sosialisasi Kebijakan pencegahan kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran
22 dan Perlakuan salah lainnya terhadap Anak, termasuk Anak
Berkebutuhan Khusus (ABK)

23 Workshop Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

24 Rapat Mekanisme Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)

Bimbingan teknis, worshop atau pelatihan pelayanan pengaduan dan

pelayanan rujukan lanjutan (Layanan kesehatan, rehabilitasi sosial,

bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM lembaga

penyedia layanan bagi anak yang melakukan perlindungan khusus

Rapat Koordinasi peningkatan pelayanan, pengaduan, rujukan (layanan

26 kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan
pemulangan) bagi anak korban

Pembentukan model layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

25

27

khusus

)8 Perumusan kebijakan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus

29 Sosialisasi kepada para pihak tentang kebijakan penguatan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

30 Pemetaan potensi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

31 Workshop atau pelatihan bagi SDM lembaga penyedia layanan
pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

32 Pembentukan model penguatan dan pengembangan bagi lembaga

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan lembaga

33 pemerintah, lembaga masyarakat dan lembaga swasta penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
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D. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

1 Dialog Publik Hak-hak Politik Perempuan

2 Peningkatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Terpilih
Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum , Sosial dan

3 Ekonomi bagi Kader Perempuan pada organisasi kemasyarakatan
tingkat daerah provinsi

4 Peningkatan Kapasitas Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah

5 Pemberian penghargaan bagi perempuan yang berprestasi

6 Peningkatan Kepemimpinan Perempuan di Pedesaan

7 Pelatihan bagi Perempuan di perdesaan dalam bidang ekonomi produktif
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan penguatan dan dan

8 pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

tingkat daerah provinsi dan kanupaten/kota

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1

Penyusunan Profil Anak Maluku

Penyusunan Buku Profil Kekerasan terhadap Perempuan

Pengumpulan,pengolahan,analisis, penyajian Informasi Data gender dan
kekerasan terhadap perempuan

Pemetaan pengumpulan, Pengelolahan ,Analisis dan Pengajian Data dan
Informasi gender dan anak

Perumusan kebijakan terkait penyediaan Informasi Data gender dan
kekerasan terhadap perempuan

Advokasi dan sosialisasi kebijakan penyediaanInformasi Data gender dan
kekerasan terhadap perempuan

Pelatihan pengumpulan,pengolahan,analisis dan penyajian data
informasi gender dan Kekerasan terhadap perempuan

Workshop Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data gender dan
Kekerasan terhadap perempuan bagi SDM pengelola data Se-Provinsi
Maluku
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Penguatan terhadap anggota Forum Data di tingkat Provinsi Maluku dan
Kab/Kota

Monitoring,evaluasi dan pelaporan penyediaan data informasi gender
10 dan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat Provinsi Maluku dan
kabupaten/kota

F Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 Penyediaan alat tulis kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan makan dan minum

8 Rapat — rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9 Rapat — rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor

2 Renovasi Gedung Kantor

3 Pengadaan Kendaraaan Dinas/Operasional
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
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6 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraaan Dinas/Operasional

7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

H Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Keuangan Daerah
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal
3 Pembinaan Mental Fisik dan Aparatur

I Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

2 Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

3 Pengadaan Mesin Absensi (Finger Print)

J Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
3 Penyusunan laporan keuangan

K Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Forum OPD
2 Forum OPD Renstra
3 Penyusunan LAKIP, LPPD, Renja SKPD
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Tabel 6.

1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

Tahun 2019-2024

Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :;;:
wa
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) ng -
(Tahun jawa
Ke((g);lat:aonn}%)uﬂ::t) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) |Target | Rp(000) | Target |Rp(000) | Target | Rp(000) |Target | Rp(000) ] b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
IT URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
jfg/? eraayaan Perempuan dan Perlindungan 1.790.535 2.263.609 2.497.300 2.578.960 2.915.048 12.628.420
Persentase
1  Perempuan di 30 Persen 30 30 30 30 30 30
Program Keserasian Legislatif
Ke’l;ua;(_?n I;ezmr;g:atan Persentase 419.235 529.000 423.500 444.000 466.000 2.281.735 DP3A
uaPl as Anak dan Kab/Kota yang
ety 2 memenuhi 18,18 Persen | 27,27 4545 63,64 81,82 100 100
kualifikasi
predikat KLA
Jumlah anak yang
mengikuti
/VIZOZ;.(SSQD Forum Anak Pertemuan Forum orang 40 65.000 30 50.000 32 50.000 33 54.000 50.000 269.000 DP3A
Anak Tingkat
Provinsi Maluku
Jumlah anak kreatif
Penyelenggaraan/Peng gzlpt%nr?f;rgllég:hm
uatan dan Pemilihan Anak Nasional serta orang 40 150.000 ) ) ) 50.000 30 50.000 ) 250.000 DP3A
Anak Kreatif . ;
peringatan hari anak
Nasional
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Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :ge;z
wa
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) ng -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah Anak dan
lembaga pemerhati
Peringatan Hari Anak anak yang mengikuti
Nasional Tingkat Peringatan Hari orang aso | 0001 473 | 100000 | 475 | 160.000 | 300 | 110.000 520.000 | DP3A
Provinsi Maluku Anak Nasional
Tingkat Proinsi
Maluku
Kampanye Penghentian | Jumlah orang yang
Kekerasan Terhadap mengikuti Kampanye orang | 45 50.000 50 50.000 B 3 3 ) ) ) 100.000 DP3A
Perempuan dan Anak Anti Kekerasan
Pemetaan Persentase Jumlah
pengumpulan, Pemberdayaan,
Pengelolahan ,Analisis | Perlindungan Persen | 50 | 154235 | 30 | 60.000 214235 | DP3A
dan Pengajian Data dan | Perempuan dan - - - - - -
Informasi gender dan Anak di 11 Kab/Kota
anak di Provinsi Maluku
Penyusunan Buku Profil | Jumlah Buku profil 1 Dok.
Gender dan Anak yang tersedia Jumlah | 0 profil | 44-000 ) ) ) ) ) ) 44.000 DP3A
Pemb uqtan/_P eﬁgemb 91 | persentase Jumlah
gan Aplikasy/Sistim data pemberdayaan
Informasi terkait o en[')l an dany
Penyediaan dan perempu Persen | ) 30 | 10000 1 35 | 43000 ) ) ) ) ) 143.000 | DP3A
e korban kekerasan 0
Publikas Dat, terhada perempuan
Informasi Gender dan p P
dan anak
Anak
Sosialisasi dan Jumiah Kab/ _Ko_ta )
Penguatan yang tersosialisasi
Kabupaten/Kota Layak dalam penguatan Kab/Kota| - i i i i i 30 50.000 30 50.000 100.000 DP3A
Anak Kabupaten/Kota
Layak Anak
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RpIMD |Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Pembentukan Sistem Tersedianya sistim
Informasi Terpadu informasi terpadu orang ) B ) B B 3 3 ) 3 ) 50.000 DP3A
Forum Anak (TESA) forum anak
Pelatihan Fasilitator lsgﬁﬁglc?)r:y:nak
Anak di Tingkat Provinsi | . K insi d orang i i i i i i i i 15 25.000 25.000 DP3A
dan Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Tersedianya Tenaga
Pelatihan Pelayanan Kesehatan Ramah
Puskesmas Ramah Anak yang memiliki
. . . . DP3A
Anak dan Konvensi Hak | Kompetensi atau orang - - - - %0 °0.000 - - - - 20000 3
Anak (KHA) Pengetahuan
mengenai KHA
Sosialisasi Sekolah Terlaksananya
Ramah Anak (SRA) dan e
Konvensi Hak Anak SK%SAallsaSI SRA dan orang ) ) ) ) ) ) ) ) 15 25.000 25.000 DP3A
(KHA)
Fasilitasi Penguatan
Gugus Tugas Meningkatnya Peran
Kabupaten/Kota Layak | Gugus Tugas KLA orang - - - - - - - - 30 20.000 >0.000 DP3A
Anak (KLA)
Tersedianya Data
Penyus unan Data dan dan Informasi Profil orang ) ) ) ) ) ) 15 30.000 ) ) 30.000 DP3A
Informasi Profil Anak Anak
Rapat Koordinasi,
evaluasi indikator 'FI;:;saetl ?0%%3'{22?
fzgzp(clv(t%/;%také?y ak Evaluasi Indikator orang ) B B B B ) ) ) 30 50.000 50.000 DP3A
x(f g KLA Tingkat Provinsi
Povinsi dan dan Kab/Kota
Kabupaten/Kota
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Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :enz
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) n%g-
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Fasilitasi Pembentukan | Tersedianya Pusat
Pusat Informasi Informasi Sahabat orang . B B ) ) ) ) ) 15 25.000 25.000 DP3A
Sahabat Anak (PISA) Anak (PISA)
Monitoring Evaluasi dan 'é's:slaes?%%iranya
ﬁgﬁ%njzgksﬁ,ﬁz Pembinaan SRA dap orang } B ) B B ) ) 3 ) ) 40.500 DP3A
KA Forum Anak menuju
KLA
Terlaksananya
Advokasi dan Sosialisasi | Advokasi dan
Kebijakan Pemenuhan | Sosialisasi Kebijakan
Hak dan Peningkatan Pemenuhan Hak dan orang . B ) B B ) 3 ) 15 25.000 25.000 DP3A
Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas
Tingkat Provinsi Maluku | Hidup Anak Tingkat
Provinsi Maluku
Terselenggaranya
Pertemuan Forum Anak | Pertemuan Forum
se Maluku/Temu Raya | Anak Se Maluku/ orang ) ) ) ) ) ) ) 3 20 36.000 36.000 DP3A
Forum Anak di Maluku; | Temua Raya Forum
Anak di Maluku
Fasilitasi Pemberian .
Makanan Tambahan Menl_ngkat_n_ya
bagi Anak Kualitas Gizi Anak orang ) ) ) ) ) ) ) ) 30 20.000 20.000 DP3A
Sekolah/PAUD Sekolah
Rapat Tekmis Terselenggaranya
Penguatan Gugus Rapat Teknis GT-
Tugas Kabupaten/Kota KLA di Provinsi orang ) ) ) ) ) ) 30 50.000 ) ) 50.000 DP3A
LayakAnak (GT-KLA) di Maluku
Provinsi Maluku
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,g RENSTRA DF34 FROVINS] MALUKL TARUN Z015-2024

Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :ge;z
wa
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RpIMD |Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Terselenggaranya
Workshop Pola Asuh Workshop Pola Asuh
Anak dalam rangka Anak dalam rangka orang ) B ) B B 3 3 ) 3 ) 0 DP3A
Tumbuh Kembang Anak | tumbuh kembang
anak
Meningkatnya
Sosialisasi Pencegahan | Kesadaran
Pernikahan Usia Anak Pencegahan orang - - 100 75000 - - - - - - 75000 DP3A
Perkawinan Anak
Pelatihan bagi forum Terlaksananya
anak sebagai pelopor Pelatihan Bagi
; . 0 DP3A
dan pelapor tingkat Forum Anak sebagai orang - - - - - - - - - -
Provinsi Maluku Pelopor dan Pelapor
Sosialisasi Percepatan Terlaksananya
Kepemilikan Akte Percepatan
. Kepemilikan Akte orang i ) ) ) ) ) 30 50.000 ) ) 50.000 DP3A
Kelahiran dan Kartu .
Identitas Anak Kelah_|ran dan Kartu
Identitas Anak
Meningkatnya
Inovasi, Kreatifitas Inovasi dan
. v 40. DP3A
Anak Maluku Kreatifitas Forum orang - - - - - 40.000 - - - - 0000 3
Anak Maluku
Pelatinan KHA, Terlaksananya
Pelatihan KHA,
Kesehatan Dasar dan h orang ) B 3 B B ) ) ) ) ) 0 DP3A
Kesejahteraan Kese atap Dasar
dan Kesejahteraan
Meningkatnya
Hikmah Ajar menuju Pemahaman
DP3A
Penguatan KLA Aparatur dalam orang - - - - - - - - - - 0 >
penerapan KLA

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan |95




€ / I RENSTRA DP3A PROVINST MALLKY TAHUN Z015-2024

Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :enz
Program dan Kegiatan Kinerja Program RP‘_{jvhadD Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) nggg-
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Terselenggaranya
Pelatihan Lingkungan Pelatihan
Keluarga dan Lingkungan Keluarga orang . i . . . . . . . 0 DP3A
Pengasuhan Alternatif, | dan Pengasuhan
Alternatif
Terselenggaranya
Sosialisasi bahaya Sosialisasi bahaya
merokok dan kesehatan | merokok dan 0 DP3A
reproauksi bagi anak kesehatan Orang - - - 40 50.000 - - - -
dan keluarga reproduksi bagi anak
dan keluarga
Terselenggaranya
soslalisasi ASI eksklusif, | sosialisasi AST
gizi seimbang dan eksklusit, gizi
pembatasan gula garam | seimbang dan Orang ) ) ) ) ) ) ) 0 DP3A
dan lemak bagi pembatasan gula 15 | 40.500
keluarga garam dan lemak
bagi keluarga
Cakupan
;Zgﬁg;:’;g LD Kab/Kota yang
- melaksanakan 72,73 Persen | 81,82 | 128.100 90,91 | 220653 | 100 271.000 100 284.000 100 248.000 100 1.160.753 DP3A
Pengarusutamaan Gender P
dan Anak engarusutaan
Gender
Rapat Koordinasi unit Jumla_h orang yang
mengikuti Rapat
Pemberaayaar Koordinasi Unit
Perempuan dan Orang | 50 128.100 50 | 148.100 i i i i i i 276.200 DP3A
Perlindungan Anak Se- Pemberdayaan
g
Maluku Pere;mpuan dan
Perlindungan Anak
Pelatihan Penyusunan gjua':rlgn EZ?;::?)? ksi
Rencana Aksi Pokja keria P Orang | _ i i 30 60.000 | _ i 25 50.000 110.000 DP3A
PUG )
pengarusutamaan
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) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan
Kegiatan (Output)

Kondisi
Awal
RPIMD
(Tahun
2018)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi Akhir
Renstra (2024)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp

(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Pena
nggu
ng -
jawa

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

gender

Pelatihan Penyusunan
Rencana Aksi Pokja
PUG

Jumlah rencana Aksi
daerah kelompok
kerja
pengarusutamaan
gender

Orang

30

50.000

36

60.000

110.000

DP3A

Pelatihan PUG dan
PUHA bagi Forum
PUSPA

Peningkatan
Program PUSPA
terkait dengan PUG
dan PUHA

Orang

15

30.000

30.000

DP3A

Pelatihan bagi
pengelola P2TP2A
Provinsi Maluku

-Peningkatan jumlah
korban kekerasan
yang terlayani
dengan baik sampai
pada penyelesaian
kasus dan
reintegrasi sosial

-Peningkatan
kapasitas SDM
P2TP2A terkait
pencegahan
kekerasan dan
pemberdayaan
perempuan

Orang

30

70.000

32

50.000

120.000

DP3A

Sosialisasi dan advokasi
Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA)

- Meningkatnya
SDM keluarga
tentang pencegahan
terhadap kekerasan
perempuan dan
anak dalam
lingkungan keluarga

Orang

40

81.553

48

51.000

30

50.000

182.553

DP3A
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,g RENSTRA DF34 FROVINS] MALUKL TARUN Z015-2024

Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program Rﬁ?ﬂ'p Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) n%g-
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
dapat diketahui
kondisi perempuan
dan anak yang
mengalami
permasalahan serta
kebutuhannya
Pelatinan Bagi Satgas Adanyq Iapora_n Orang 50 50.000 30 50.000 100.000 DP3A
PPA yang disampaikan - - - - - -
kepada pemerintah
untuk
menyelesaikan
permasalahan
secara cepat dan
tepat
Jumlah
TOT Pelaksanaan PUG fasilitator/ c'rll(an'_\pion
termasuk PPRG bagi yang meng uti Orang | _ ) ) ) ) ) ) 30 50.000 50.000 DP3A
fasilitator /champion kegiatan TOT
Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG
Pendampingan Jn:.lé?qlgirll(l?tgang yang
pelaksanaan PUG di . Orang | _ ) ) ) 35 60.000 42 74.000 | i 134.000 DP3A
. o pendampingan PUG
tingkat Provinsi di ti .
i tingkat Provinsi
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
pelaksanaan PUG dan J 1 11 1
; umlah 5 kab/
pencapaian kesetaraan Kabupaten/Kota kab/ kota| _ i i i kab/ kab/ 0 kot 48.000 kab/ 48.000 DP3A
gender tingkat daerah P kota kota kota
provinsi dan
kabupaten/kota
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I RENSTRA DP3A PROVINST MALLKY TAHUN Z015-2024

Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan
Kegiatan (Output)

Kondisi
Awal
RPIMD
(Tahun
2018)

Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi Akhir
Renstra (2024)

Target

Rp(000)

Target | Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target | Rp(000)

Pena
nggu
ng -
jawa

1

2

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

17 18

19

Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
dan Anak

- Ratio KDRT

0,37

Persen

0,37

Cakupan
penegakan
hukum dari
tingkat
penyidikan
sampai dengan
- putusan
pengadilan atas
kasus-kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak

52

Persen

52

Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan

- penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih
didalam unit
pelayanan
terpadu

30

Persen

30

Cakupan layanan
pemulangan bagi
- perempuan dan
anak korban
kekerasan

30

Persen

30

125.000

0,37

57

250.000

35

45

0,35

62

40

288.000

60

0,35

67

45

302.000

75

0,35

72

50

367.000

75

0,35

72

1.332.000

50

75

DP3A
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) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :enz
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) n%g-
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah orang yang
Sosialisasi berbagai mengikuti Sosialisasi
kebijakan pencegahan | kebijakan
kekerasan terhadap pencegahan orang | i i i 30 50.000 | _ i i i 50.000
perempuan termasuk kekerasan terhadap
TPPO perempuan
termasuk TPPO
Jumlah orang yang
. mengikuti Workshop
Wo_r kSh.OP ketertibatan keterlibatan laki-laki
laki-iak aalam upaya dalam upaya oran 50.000 50.000
pencegahan kekerasan bay 9 - - - - - - ' - - '
terhadap perempuan pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan
Jumlah media yang
Sosialisasi upaya melakukan
pencegahan kekerasan | Sosialisasi upaya media 5 38.000 38.000
terhadap perempuan pencegahan - - - - - - - -
melalui media kekerasan terhadap
perempuan
Peningkatan SDM Jumlah orang untuk
meningkatan SDM
Pelayanan dan Pelayanan dan
pendampingan korban pendampingan orang 25.000
kekerasan termasuk korban kekerasan - - - - - - - - 25.000 '
Satuan Tugas (Satgas) orba
ppA termasuk Satuan
Tugas (Satgas) PPA
Meningkatkan
Pemberian kualitas SDM
penghargaan bagi sehingga_dapat Orang | 300 | 125.000 359 | 125.00 250.000
perempuan yang menghasilkan 0 - - - - -
berprestasi perempuan yang
berkualitas
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) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :ge;z
wa
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RpIMD |Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiuatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Pemberdayaan Jumlah perempuan
perempuan korba{7 korban kekgras_an orang 30 50.000 50.000
kekerasan berbasis yang mengikuti - - - - - - -
komunitas pemberdayaan
Jumlah orang yang
Sosialisasi kebijakan mengikuti Sosialisasi
Gugus Tugas Tindak kebijakan Gugus
Pidana Perdagangan Tugas Tindak Pidana 30 0.000 0.000
Orang (GT-TPPO) di Perdagangan Orang orang 1 . - - - >0 - - - - >0
Provinsi dan (GT-TPPO) di
Kabupaten/Kota Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Pelatihan Bagi pelatih Ju:éal:npierllatlllz (:s nn
dan pendamping pendamping korba orang | i i i 30 50.000 30 50.000 | i 100.000
korban yang mengikuti
pelatihan
Jumlah orang yang
Rapat Teknis mengikuti Rapat
Pemberdayaan dan Teknis
Perlindungan Pemberdayaan dan
Perempuan dan Ank Perlindungan orang | - - - 30 50000 _ - - - 50000
Dalam Konfiik Sosial Perempuan dan Ank
(P3AKS) Dalam Konflik Sosial
(P3AKS)
Jumlah korban
Pemulangan korban kekerasan terhadap
kekerasan terhadap
perempuan dan orang | ) 15 25.000 50.000 75.000
perempuan dan anak
termasuk TPPO anak te_rmasuk TPPO
yang di pulangkan
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) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :enz
Program dan [(egiatan Kinerja Program RP‘_{jvhadD Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) nggg-
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah orang yang
mengikuti
Pelaksanaan bimbingan | pelaksanaan
teknis bagi pendamping | bimbingan teknis
kekerasan (pralegal), bagi pendamping
tokoh agama, tokoh kekerasan orang | _ ) ) ) ) ) ) ) 25.000 25.000
adat, tokoh (pralegal), tokoh
masyarakat, aparatur agama, tokoh adat,
pemerintah dan Satgas | tokoh masyarakat,
aparatur pemerintah
dan Satgas
Jumlah orang yang
Fasilitasi dan mengikuti Fasilitasi
pembinaan P2TP2A dan pembinaan
Provinsi Maluku dan P2TP2A Provinsi oreng | - - - - - - 20.000 | _ - 20.000
Kabupaten/Kota Maluku dan
Kabupaten/Kota
Persentase
Pemanfaatan mobil Pemanfaatan mobil
perilindungan perlindungan
perempuan dn anak perempuan dn anak
(MOLIN) dan TORLIN (MOLIN) dan
untuk pelaksanaan TORLIN untuk % ) ) ) ) ) ) ) ) 20.000 20.000
pencegahan, pelaksanaan
penanganan, dan pencegahan,
pemberdayaan korban | penanganan, dan
kekerasan pemberdayaan
korban kekerasan

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan |102




) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RpIMD |Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Pemberdayaan ?)uml;h d
perempuan lansia, ember ayalan .
disabilitas, korban ggft;}ﬁgsank::bs;an’ orang | ) ) ) ) ) 52.000 | i 52.000
bencana, dan korban b a
konflik encana, dan
korban konflik
Jumlah Tenaga
Fasiltas], Sosilissi dan | Koio2r92
L erempuan yang
Advokasi Bina Keluarga P
T mengikuti Fasilitasi, orang | _ ) ) ) ) ) ) ) 20.000 20.000
enaga Keluarga ilissi d }
Perempuan Sosilissi dan
Advokasi Bina
Keluarga
Jumlah orang yang
Sosialisasi Standard menigikuti Sosialisasi
Operasional Pelayanan | Standard
Pengaduan dan Operasional
Rujukan Lanjutan bagi | Pelayanan orang | i i i i i i i 20.000 20.000
perempuan korban Pengaduan dan
kekerasan dalam rumah | Rujukan Lanjutan
tangga bagi perempuan
korban kekerasan
Rapat koordinasi lintas :l:":ql aiflllizarr;g a}ica ng
sektor dan lembaga K g " P
layanan dalam oordinasi lintas
. sektor dan lembaga
perfindungan hak | orang | ) ) ) ) ) ) ) 50.000
ayanan dalam 50.000
perempuan termasuk .
perlindungan hak
Rapat Reguler Aparat perempuan
Penegak Hukum (APH) termasuk Rapat
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l RENSTRA DF34 FROVINS] MALUKL TARUN Z015-2024

Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan | KinerjaProgram | RPIMD |Satuan| 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Reguler Aparat
Penegak Hukum
(APH)
Jumlah orang yang
Sosialisasi Aplikasi ?ﬁ?gg“;‘isstﬁﬁ'a"sas'
Sistim Informasi Online | -P S
. Informasi Online orang | ) ) ) ) ) ) ) 17.000
Perlindungan - 17.000
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Perempuan dan
Anak
Jumlah orang yang
Workshop/Rapat mengikuti Rapat
koordinasi Sistim koordinasi Sistim
Peradilan Pidana Peradilan Pidana
Terpadu Penanganan Terpadu orang | ) 30 50.000 | 30 50.000 | ) ) ) 100.000
Kasus Kekerasan Penanganan Kasus
Terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap
(SPPT-PKKTP) Perempuan (SPPT-
PKKTP)
Monitoring, evaluasi
dan pe/aporan Jumlah kab/ kota 0
perilindungan hak - hak | Kabupaten/Kota - - - - - - - - -
perempuan
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) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan [(egiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) ng -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah Orang yang
Sosialisasi Kebijjakan mer!_glkut| Sosialisasi
Kebijakan
pencegahan kekerasan, enceaahan
Eksploitasi, penceg
kekerasan,
Penelantaran dan o
. Eksploitasi,
Perlakuan salah lainnya Penelantaran dan orang | ) ) ) ) ) ) ) 30,000 30.000
terhadap Anak,
Perlakuan salah
termasuk Anak lainnya terhada
Berkebutuhan Khusus A ky kp
(ABK) nak, termasu
Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK)
Jumlah Orang yang
Workshop Perfindungan | mengikut Workshop
Anak Terpadu Berbasis | Perlindungan Anak orang | _ B 30 50.000 ) ) ) ) 25.000 ) 75.000
Masyarakat (PATBM) Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM)
Jumlah Orang yang
Rapat Mekanisme mengikut Rapat
Penanganan Anak Mekanisme orang 0
berhadapan dengan Penanganan Anak - - - - - - - - -
Hukum (ABH) berhadapan dengan
Hukum (ABH)
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) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
nggu
Program dan [(egiatan Kinerja Program RAP‘_{jvhadlD Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) nggg-
Tahun j
Ké;;tt?nm(?uct'::t) (2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) |Target | Rp(000) | Target |Rp(000) | Target |Rp(000) [Target | Rp(000) Ja\l;va
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah Orang yang
mengikut Bimbingan
Bimbingan teknis, teknis, worshop atau
worshop atau pelatihan | pelatihan pelayanan
pelayanan pengaduan pengaduan dan
dan pelayanan rujukan | pelayanan rujukan
lanjutan (Layanan lanjutan (Layanan
kesehatan, rehabilitasi | kesehatan,
sosial, bantuan hukum, | rehabilitasi sosial, orang | _ ) ) ) ) ) ) ) 10.000 10.000
reintegrasi sosial dan bantuan hukum,
pemulangan) bagi SDM | reintegrasi sosial
lembaga penyedia dan pemulangan)
layanan bagi anak yang | bagi SDM lembaga
melakukan penyedia layanan
periindungan khusus bagi anak yang
melakukan
perlindungan khusus
Jumlah Orang yang
Rapat Koordinasi mengl_kut _Rapat
peningkatan pelayanan, Koordinasi
. 7 | peningkatan
pengaduan, rujukan |
(layanan kesehatan, pe ayacr|1an, Uk
rehabilitasi sosial, pengaduan, rujukan orang | _ ) ) ) ) ) ) ) 25.000 25.000
bantuan hukum, (layanan kesehatan, '
. S ehabilitasi sosial
reintegrasi sosial dan r !
pemulangan) bagi anak ba_ntuan h_u "“”.“'
korb reintegrasi sosial
orban
dan pemulangan)
bagi anak korban
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) PENSTRA D3 FROVINS MALLKY TAHUN 2019-2024

Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :ge;z
wa
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RpIMD |Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan gg'f;" Target| Rp(000) |Target | Rp(000) [Target | Rp(000) | Target |Rp(000) | Target |Rp(000) |Target | Rp(o0O) Jawa
Kegiatan (Output) ) g p g p rg p g p g p g p b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah Orang yang
Pembentukan model mengikut
layanan bagi anak yang | Pembentukan model orang 10,000
memerlukan layanan bagi anak - - - - - - - - 10.000 '
periindungan khusus yang memerlukan
perlindungan khusus
Jumlah Orang yang
Perumusan kebijakan ?eiﬂ?rlwtl;tan
P enguaz_‘an lembaga . | kebijakan penguatan
penyedia layanan bagi lembaga penyedia orang | _ ) ) ) ) ) ) ) 20.000 20.000
anak yang memeriukan lavanan ba iyanak
perlindungan khusus Y 9
yang memerlukan
perlindungan khusus
Jumlah Orang yang
Sosialisasi kepada para kmeer;%n;u tasr’gg?rl::is'
pihak tentang kebijakan P FI)< b"pk
enguatan lembaga tentang kebijakan
P . .| penguatan lembaga orang 20.000
penyedia layanan bagi envedia lavanan - - - - - - - - 20.000
anak yang memeriukan peny Y
) bagi anak yang
perlindungan khusus memerlukan
perlindungan khusus
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program Rﬁ?ﬂ'p Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) n%g-
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah Orang yang
Pemetaan potensi dan | mengikut Pemetaan
fasilitasi penguatan dan | potensi dan fasilitasi
pengembangan penguatan dan
lembaga penyedia pengembangan orang | _ ) ) ) ) ) ) ) 10.000 10.000
layanan bagi anak yang | lembaga penyedia
memerilukan layanan bagi anak
perlindungan khusus yang memerlukan
perlindungan khusus
Jumlah Orang yang
Workshop atau mengikut Workshop
pelatihan bagi SDM atau pelatihan bagi
lembaga penyedia SDM lembaga orang 20,000
layanan pelayanan bagi | penyedia layanan - - - - - - - - 20.000 ’
anak yang memeriukan | pelayanan bagi anak
perlindungan khusus yang memerlukan
perlindungan khusus
Jumlah Orang yang
Pembentukan model mengikut
penguatan dan Pembentukan model
pengembangan bagi penguatan dan
lembaga penyedia pengembangan bagi orang | _ B ) ) ) ) ) ) 20.000 20.000
layanan bagi anak yang | lembaga penyedia
memerilukan layanan bagi anak
perlindungan khusus yang memerlukan
perlindungan khusus
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RPIMD | satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan Cotey, Target| Rp(000) |Target | Rp(000) |Target | Rp(000) | Target [Rp(000) | Target [Rp(000) |[Target | Rp(00O Jawa
Kegiatan (Output) 2018) arge p(000) | Targe p(000) |Targe p(000) | Targe p(000) arge p(000) |Targe p(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
pengembangan
lembaga pemerintah,
Jumlah
lembaga masyarakat Kabupaten/Kota orang | _ . . . . . . . 0
dan lembaga swasta P
penyedia layanan bagi
anak yang memerilukan
periindungan khusus
Persentase
partisipasi
. - perempuan di 49 Persen 50 50 50 50 50 50
Program peningkatan lembaga
Ig):; EZL :Zratlaagwan kesetaraan Pemerintahan 80.000 80.000 130,000 84.000 88.000 462000 | DP3A
pembangunan Persentase
) E?J:,r:;pﬂ::h:alam 7273 | Persen | 7273 72,73 81,82 90,91 100 100
kreatif
- Terlaksananya
dialog hak hak
politik perempuan
Dialog Publik Hak-hak Oran
Politik Perempuan - Adanya d - - - - ) - ) )
Peningkatan Peran
Politik Perempuan di
Parlemen
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RpIMD |Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
- Terlaksananya
pelatihan leadership
bagi calon legislative
dan parpol
) ] - Tersedianya calon
Peningkatan Kapasitas | calon leadership
Perempuan Anggota perempuan di Orang ) ) ) ) ) ) 50 84.000 ) ) 84.000
Legislatif Terpilih legislatif dan parpol
- Peningkatan
kemampuan
memimpin bagi
perempuan calon
legislatif dan parpol
Terlaksananya
oo
Pemberdayaan yaal
. Perempuan Bidang
Perempuan Bidang Politik. Hukum
Politik, Hukum , Sosial Sos‘aI’ dan Ekor;om'
dan Ekonomi bagi : ! Orang | - ) ) ) ) ) ) ) 50 | 88.000 88.000
Kader Perempuan pada bagi Kader
S Perempuan pada
organisasi organisasi
kemasyarakatan tingkat K K
daerah provinsi €masyara atan
tingkat daerah
provinsi
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RpIMD |Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
» Terlaksananya
Peningkatan
Kapasitas
Peningkatan Kapasitas | Perempuan Bakal
Perempuan Bakal Calon | Calon Kepala Daerah Orang | ) ) ] ) ) ) ] ) )
Kepala Daerah
» Tersedianya
Perempuan Calon
Kepala Daerah
Meningkatkan
Pemberian kualitas SDM
penghargaan bagi sehmgga_dapat Orang 450 | 130.000 130.000
perempuan yang menghasilkan - - - - - - - -
berprestasi perempuan yang
berkualitas
Peningkatan l:rlzrknsi?:ai%an
Kepemimpinan P pina Orang 3 B 3 B B 3 ) 3 ) 3 0
. perempuan di
Perempuan di Pedesaan
pedesaan
. , Peningkatan
Pelatihan b ag! keterampilan
Perempuan di kolompok
perdesaan dalam 0lompo Orang | 50 | 80.000 | 50 | 80.000 160.000
; . perempuan dalam - - - - - -
bidang ekonomi bid h
roduktiF idang usaha
p ekonomi produktif
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) ng -
Tahun jawa
(outcome) dan ( J
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
pelaksanaan penguatan
dan dan Terlaksananya
pengembangan kegiatan monitoring, K
. R ab/ kota 0
lembaga penyedia evaluasi dan - - - - - - - -
layanan pemberdayaan | pelaporan
perempuan tingkat
daerah provinsi dan
kanupaten/kota
Cakupan
ing’:IZ;aan Sistem LIS 72,7
9! Pengelola sistim 72,73 | Persen : 0 81,82 0 81,82 | 200.000 | 90,91 | 210.000 100 220.000 | 100,00 | 630.000
Data Gender dan 3
Data gender dan
Anak
anak
) 2
Penyusunan Profil Anak | Jumlah Buk_u profil Jumiah dok. | 60.000 1 dok. 90.000
Maluku yang tersedia - - - Profil - - Profil | 30.000
Penyusunan Buku Profi] Jumlah Buku profil 1 dok. 1 dok
Kekerasan terhadap yang tersedia Jumlah ) ) ) ) ) profil | 30-000 Profil 30.000 60.000
Perempuan
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Indikator K:ndilsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir :ge;z
wa
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RPIMD | satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) | g -
(outcome) dan (Tahun jawa
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Terlaksannya
Kegiatan
Pengumpulan,pengolah | pengumpulan,pengol
an,analisis, penyajian ahan,analisis dan
Informasi Data gender | penyajian data Kabupaten ) ) ) ) 3 2 50.000 3 ) 50.000
dan kekerasan terhadap | gender dan anak
perempuan dalam kelambagaan
data di tingkat
provinsi
Pemetaan Persentase Jumlah
pengumpulan, Pemberdayaan,
Pengelolahan ,Analisis Perlindungan
dan Pengajian Data dan | Perempuan dan Persen - - - - - - - 20.000 - - >0.000
Informasi gender dan Anak di 11 Kab/Kota
anak di Provinsi Maluku
Perumusan kebijakan Perl_,l_musan
. f kebijakan
terkait penyediaan envediaan data
Informasi Data gender | PEME! Provinsi | ) ) ) 30 | 50.000 ) 0 ) ) 50.000
gender dan anak
dan kekerasan inak A
terhadap perempuan tingkat provinsi
maluku
Advokasi dan sosialisasi Terlallzsa_nanya
kebjjakan AdYO asl _dan .
penyediaaninformasi sosialisasi kebijakan
Data gender dan penyediaan data Kabupaten ) ) ) ) ) ) 0 ) 50.000 50.000
gender dan anak
kekerasan terhadap 4 N
tingkat provinsi
perempuan
maluku
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
nggu
Program dan [(egiatan Kinerja Program RAP‘_{jvhadlD Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) nggg-
(outcome) dan (;rgl;;; Target| Rp(000) | Target | Rp(000) |Target | Rp(000) | Target |Rp(000) |Target |Rp(000) |Target |Ro(oooy | on o
Kegiatan (Output) g p(000) | Targe p(000) | Targe p(000) | Targe p(000) arge p(000) | Targe p(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Terlaksanannya
Pelatihan Pelatihan
pengumpulan,pengolah | pengumpulan,pengol
an,analisis dan ahan,analisis dan
penyajian data penyajian data Provinsi | ) ) ) ) ) ) 0 ) 50.000 50.000
informasi gender dan gender dan anak
Kekerasan terhadap bagi SDM
perempuan pengelolaan data di
tingkat provinsi
Workshop
Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Data | Terlaksananya
gender dan Kekerasan | Pelatihan SIGA di OPD ) ) ) ) ) 40.000 ) 0 ) ) 40.000
terhadap perempuan tingkat provinsi
bagi SDM pengelola
data Se-Provinsi Maluku
. o pembentukan forum Provinsi | i i i 30 50.000 36 50.000 43 60.000 52 160.000
tingkat Provinsi Maluku Data PP&PA
dan Kab/Kota
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyediaan
data informasi gender Jumiah
dan Kekerasan kab/ kota| ) ) ) ) ) 30.000 ) ) 30.000
. | Kabupaten/Kota 2
terhadap perempuan di
tingkat Provinsi Maluku
dan kabupaten/kota
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal Renstra (2024) | N9gu
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 ra ( ) ng -
Tahun jawa
(outcome) dan ( J
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Persentase
Program Pelayanan | pelayanan
Administrasi administrasi % 100 | 874.000 | 100 |960.956| 100 | 894.000 | 100 | 874.000 | 100 | 724.048 | 100 | 760.250
Perkantoran perkantoran yang
baik
Penyediaan jasa surat | Jumlah jasa surat Bulan 12 5.000 12 4,000 12 5.000 12 5.000 12 4,000 12 4.200
menyurat menyurat
Penyediaan jasa Jumlah jasa 102.80
komunikasi, sumber komunikasi, sumber Bulan 12 99.966 12 0 12 99.966 12 99.966 12 99.966 12 104.964
daya air dan listrik daya air dan listrik
Penyec{/aanjasa Jumlah_ Jasa Bulan 12 11.008 12 13.210 | 12 11.008 12 11.008 12 13.210 12 13.870
kebersihan kantor kebersihan kantor
Penyediaan alat tuls Jumlah alat tulis Bulan 12 25.284 12 35200 | 12 25.284 12 25.284 12 35.200 12 36.960
kantor kantor
Penyediaan barang Jumlah barang
cetakan dan cetakan dan Bulan 12 23.950 12 25.000 | 12 23.950 12 23.950 12 25.000 12 26.250
penggandaan penggandaan
Penyediaan komponen | Jumlah komponen
”.75&?'/‘_"5/ |_nstgla5| Bulan - - 12 10.000 | 12 20.000 12 - 12 10.000 12 10.500
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
P eny eclaan makan aan Ju_mlah makan dan Bulan 12 20.820 12 22420 | 12 20.820 12 20.820 12 22.420 12 23.541
minum minum
oordinas dan Jumlah Rapat - 26500
. rapat koordinasi dan Bulan | 12 | 255.400 12 y 12| 255.400 12 255.400 12 265.400 12 278.670
konsultasi ke luar i 0
konsultasi ke dalam
daerah
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal Renstra (2024) | N9gu
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 enstra (2024) | g -
Tahun jawa
(outcome) dan ( J
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Rapat — rapat Jumlah Rapat —
koordinasi dan rapat koordinasi dan Bulan | 12 | 98852 | 12 | 98852 | 12 | 98852 | 12 | 98852 | 12 | 98852 | 12 | 103.795
konsultasi ke dalam konsultasi ke dalam
daerah dan ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga | Jumlah jasa tenaga
pendukung pendukungadministr Buan | 12 | 333720 | 12 | 3% | 1o | 333720 | 12 |[333720 | 12 | 150000 | 12 | 157.500
administrasi/teknis asi/teknis 4
perkantoran perkantoran
Program Persentase
Peningkatan Sarana | kecukupan sarana % 100 | 95.000 | 100 | 2290 | 100 | 90.000 | 100 | 19056 | 190 | 57200 | .o | 45165
dan Prasarana dan prasarana 0 0 0 07
Aparatur kerja aparatur
Pembangunan Gedung | Jumlah gedung yang . 3.700.00
X Unit 1 0 1 1 1
Kantor di bangun - - - 0
Renovasi Gedung Jumlah_ unit gec_iung Unit 1 90.000
Kantor yang direnovasi - - - - - - - 75.000
Jumlah kendaraan
dinas/operasional Unit -
Pengadaan Kendaraaan yang akan dibeli :
Dinas/Operasional - Kendaraan Roda 4 Unit i i i 1 0 i i 1 350.000 1 350.000
- Kendaraan Roda 2 Unit ) i i i i 4 2 40.000 6 150.000
Jumlah peralatan
Pengadaan Peralatan yang dipakai dan unit 1 5.000 1 15.000 1 15.000
Gedung Kantor . - - - - -
akan dibeli
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal Renstra (2024) | N99u
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 enstra (2024) | g -
(Tahun jawa
Ke(:il;ttiaonn}?uﬂ::t) 2018) Target| Rp(000) |Target | Rp(000) |Target | Ro(000) |Target |Rp(000) |Target |Rp(000) [Target |Rpcooo) | b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Jumlah
Pengadaan perlengkapan
Perlengkapan Gedung | Gedung Kantor yang unit 1 10.000 ) ) 2 5000 2 17.000 3 20.000 3 25.000
Kantor akan dibeli dan di
pakai
f 5;/7'/77%/;;22” Jumlah kendaraan
dinas/operasional Unit 3 65.000 4 65.000 5 65.000 8 66.000 10 67.000 12 161.741
Kenaaraaan ang diperbaiki
Dinas/Operasional yang dip
Pemeliharaan Jumlah Mobiler
rutin/berkala Peralatan | kantor yang Unit | 120 | 20.000 1 22.000 1 20.000 1 34.560 1 25.000 1 49.766
Gedung Kantor diperbaiki
Program Persentase
Peningkatan meningkatnya % 5 | 49.200 | 100 | 7990 | 3100 | 40.000 | 100 | 65.000 | 100 | 30.000 | 100 | 416.625
Kapasitas Sumber kualitas dan Y
Daya Aparatur disiplin aparatur
Perencanaan dan Orang 17 40.000 22 45.000 31 259.200
Keuangan Daerah dan Keuangan ) ) )
Daerah yang di ikuti
L Jumlah Pendidikan
P end/_d/kan dan dan Pelatihan Orang 4 49.200 28 70.000 20 28 122.425
Pelatihan Formal N - -
Formal yang diikuti
, . .| Jumlah Peserta
Pembinaan Mental Fisik Pembinaan Mental Orang 20 20.000 25 30.000 30 35.000
dan Aparatur . - - - - -
Fisik dan Aparatur
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal nggu
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra (2024) ng -
Tahun jawa
(outcome) dan ( ]
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Program meningkatnya o
Peningkatan Disiplin kualitags dany 100 % ) _ 100 56 _ ) 100 | 50.400 100 50.000 | 100 | 196.992
pLEiEil disiplin aparatur
Pengadaan pakaian Jl;?:;?:n P deigg:daan
dinas beserta Eese ta Orang ) ) ) ) ) 65 50.400 65 30.000 93 72.576
kelengkapannya kelengkapannya
Pengadaan pakaian Jumlah Pengadaan
khusus dan hari-hari pakaian khusus dan Orang ) ) ) ) ) 20.000 93 72.576
tertentu hari-hari tertentu
. Jumlah Pengadaan
j;’;gggf?gn/wg’gﬂh £) Mesin Absensi Unit i 2 25.000 i i 2 51.840
g (Finger Print)
Program
Peningkatan Persentase
Pengembangan keptepatan % | 90 | 20000 | 90 | 2790 | 100 | 42.800 | 100 | 25.000 | 100 | 30.000 | 100 | 151.718
Sistem Pelaporan penyampaian 0
Capaian Kinerja Dan | laporan
Keuangan
Penyusunan laporan
capaian k/nqga _dap . Jumlah_ Laporan Dokumen 4 7.000 5 14.000 6 5.000 7 15.000 8 41.472
Ikhtisar realisasi kinerja | yang di buat -
SKPD
Penyusunan laporan Jumlah_ Laporan Dokumen 6 7 9 60.450
keuangan semesteran yang di buat - - - - -
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Indikator Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Akhir Pena
Awal Renstra (2024) | N99u
Program dan Kegiatan Kinerja Program | RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 enstra (2024) | g -
Tahun jawa
(outcome) dan ( J
Kegiatan (Output) 2018) Target| Rp(000) | Target | Rp(000) | Target | Rp(000) | Target |Rp(000) Target Rp(000) |Target | Rp(000) b
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19
Penyusunan laporan Jumlah_ Laporan Dokumen| 4 20.000 4 20.000 5 28.800 6 20.000 7 15.000 8 49.766
keuangan yang di buat
Program Persentase
R pereéncanaan % 0 0 100 0 100 | 118.000 | 100 |140.000 | 100 | 120.000 | 100 | 719.840
Pembangunan pembangunan
Daerah daerah
Forum OPD Jumla_h orang yang Orang 60 98.000 70 120.000 75 100.000 80 518.000
mengikuti Kegiatan - - -
Forum OPD Renstra Jumlah orang yang orang | ) ) ) ) ) ) ) 1 | 150.000
mengikuti Kegiatan
Penyusunan LAKIP, Jumlah Laporan
. ) Dokumen 1 20.000 1 20.000 2 20.000 2 51.840
LPPD, Renja SKPD yang di buat - - -
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah ketersediaan indikator kinerja
yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator
kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif
maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja
program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai
ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah,
indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan,
serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPIMD ini akan diukur dalam evaluasi
kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi
bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Maluku selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Maluku yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan
pada Tabel 7.1 berikut ini
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Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024

Indikator K:'\::EIISI Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ::I"‘d':'em::z:s;:l; u“;n’.‘:sun
Program dan Kegiatan Kinerja Program RPIMD | Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 (2024) o
T
(outcome) dan Kegiatan (Output) (231;;‘ Target r Rp(000) Target r Rp(000) Target r Rp(000) Target r Rp(000) Target r Rp(000) Target r Rp(000) Maluku
1 2 3 5 I 6 7 I 8 9 I 10 11 I 12 13 I 14 17 I 18 19
Il URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.790.535 2.263.609 2.304.000 2.417.000 2.536.000 12.628.420
1 Persentase Perempuan di Legislatif 26,67 | Persen | 22,00 | 419.235| 22,22 520.000| 22,22 423.500| 26,67 444.000| 28,89 466.000] 30 2.281.735
keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan :
peremp 2 :::;:;:::fp'::::mt;z:"g memenuhi 18,18 | Persen | 27,27 45,45 63,64 81,82 100,00 100
E:‘Zfr:'s:z:::rg;ﬂ?::g‘:‘:ak - g:h:g?:;:::?;ﬁ:f melaksanakan 72,73 | Persen | 81,82 | 128.100 | 90,91 229.653 100 271.000 100 284.000 100 248.000 100 1.160.753 | DP3A
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Ratio KDRT 0,39 | Persen | 0,37 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35
Perlindungan Perempuan dan Anak
Cak kan hukum dari tingkat
:n"i':fi':a':‘e::ga :i"de:: ::1" L:L's;:g a 125.000 250.000 288.000 302.000 367.000 1.332.000 | DP3A
penylctt P gan p 52 Persen | 52 57 62 67 72 72
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan Pen?nganan ) 30 Persen 30 35 40 45 50 50
pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit
pelayanan terpadu
Cakupan layanan pemulangan bagi 30 Persen 30 45 60 75 75 75
perempuan dan anak korban kekerasan
P ingk
- |Persentase perempuan dalam bidang 72,73 % |7273 72,73 81,82 90,91 100 100
P Pengelol istem D: kupan K Kota Pengelola sisti
A:;iram engelolaan Sistem Data Gender dan g:t:g:: d;'zua':‘a:';k ota Pengelola sistim 72,73 % | 7273 0 72,73 0 81,82 200.000 | 90,91 | 210.000 100 220.000 100 630.000 | DP3A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran z:::::::::np;;‘;a::i"kadm'"'s"as' 100 % 100 | 874.000 100 960.956 100 809.000 100 813.000 100 724.000 100 760.250 | DP3A
::;?:‘l"': Peningkatan Sarana dan Prasarana E:r'jze:;sr:t:‘:c”k”pa" sarana dan prasarana 100 % 100 | 95.000 100 92.000 100 50.000 100 60.000 100 200.000 100 | 4.516.507 | DP3A
i:;f;:’:: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ::;ze:;gf:tme"'"gkat"ya Kapasitas sumber 100 % 100 | 49.200 100 70.000 100 40.000 100 65.000 100 30.000 100 416625 | DP3A
. L Persentase meningkatnya kualitas dan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur disiplin aparatur 100 % - - 100 25.000 - - 100 50.000 100 50.000 100 196.992 DP3A
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8.1

8.2

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi MalukuTahun 2019- 2024 adalah selama lima tahun.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen
perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019- 2024 dapat digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada
RPIPD Provinsi Maluku Tahun 2005 - 2025.

Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku tahun 2019- 2024 yang perlu

diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Malukuagar mendukung pencapaian target-target
Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalamRenstra
dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Malukudapat menjalin
koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Malukuyang merupakan dokumen perencanaan tahunan
dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan
kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku wajib berpedoman pada

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku,
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maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan
dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau
daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai dengan kaidah dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, Januari 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku

_ Mowe

Dra. Halima T. Soamole, M.si
Pembina Utama Muda

NIP. 19650813 199209 2 001

Penutup |110



@ RENSTRA DF3A4 FROVINS] MALUKL TAHUN Z015-2024

DaftarGambar |vii



